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KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamduliilah kehadirat Allah SWT dengan segala
limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan
Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Dacrah Kabupaten Malang
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Percncanaan Pembangunan bahwa setiap
Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah.
Salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Rencana
Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah
untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis
Perangkat Daerah yang merupakan dekumen rencana kerja pemerintah lima
tahunan, wyang juga dijadikan scbagai tolak ukur penilaian kinerja
penyelenggaraan pemernintah dan pembangunan sebagai dasar
pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Dasrah merupakan rancangan program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah dalam
waktu 1 (satu] tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka
menunjang visi dan misi Kepala Daerah.

Demikian, semoga dapat bermanfaat dan kami ucaplkan terima
kash atas kerja sama semua pihak sehingga dapat diselesaikannva

Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perckonomian Sekretariat
Daerah ini.

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Ir. UNTUNG 8 M.T
Pembina Tingkat [
NIP. 19661218 199303 1 006
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PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR ~0% TAHUN 2020
TENTANRG

RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SEERETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFATI MALANG,

:bahwa untuk melaksanakan ketentusn dalam Pasal 142

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Ewvaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Dacrah,
maka perlu membentuk Peraturan Bupatl tentang Rencana
KEerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2021;

' 1, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabayva dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa DBarat dan Daerah Istimewa Yogvakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286).
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43335);

4, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan WNasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penvusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
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11.

12,

13,

14

15:

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
MNomaor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 199);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan — Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menten Dalam Neperi Nomor B0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Ewvaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah, FRencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 590);
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18.

L.

21.

22,

23.

24,

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor & Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan .angka Panjang [(RPJP)
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 [Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/ Ej;

. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang
(Lembaran Daesrah Kabupaten Malang Tahun 2010
Nomor 2/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengeh Daergh
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomeor 4 Seri D),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomeor 1
Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1
ser C);

Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Sekretariat Daersh (Berita Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016 Nomor 25 Seni C), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 2 Seri CJ;

Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Rencana Rerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 22 Seri D};
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Menetapkan

MEMUTUSKAN;

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021,

BAE 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjuinya disingkat RPIJMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah vang selanjutnva
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

7.Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan
Daerah,

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya vang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
daerah /Perangkat Daerah vang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.

11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya vang bensi satu atau lebih kegiatan
denigan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapail hasil yang terukur sesual dengan tugas dan
funpsi.
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BABII
RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana  Kerja Bagian  Administrasi Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 merupakan
dokumen  perencanaan pembangunan Daerah  dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal
1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 3

(1] Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program,
kegiatan dan pagu  indikatif Bagian Administrasi
Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang,

(2] Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI Pendahuluan

BAB Il Hasil Ewaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2019

BAE Il Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BABV Penutup

(3] Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021
sebagaimana dimaksud pada avat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah
Rabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja
Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang — mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 14 Desembe 2020

Diundangkan di Kepanjen
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 203 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SERRETARIAT DAERAH KAEUPATEN MALANG TAHUN 2021

BAE 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Selretariat
Dacrah Kabupaten Malang Tahun 2021 merupakan rencana kerja
bersifat tahunan yang merupakan penjabaran darf pelaksanaan
pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana
Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Penyusunan Rencana Kerja ini
adalah wupud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tenlang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
dengan mengacu pada Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa lkali,
lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
HEvaluasi Fembangunan Dacrah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Eencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah  Daerah, dengan memperhatikan Rencana Strategis
Bagian Administrasi Perckonomian Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021, sehingga dalam pelaksanaan program dan
keglatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan vang telah
dISsun.
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Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program
dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Dacrah dalam
satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang
menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian
kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan
pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan hungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
tergkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan
dacrah menjadi poin yang penting dalam siklus penvelenggaraan
pemerintahan, Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik
(Good Governance), yaitu penyelenggaraan pemerintahan vang efektif,
efisien, partisipatif, transparan dan aluntabel,

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dan perencanaan
jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara pemerintahan dan masvarakat. Perencanaan tahunan
Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen
perencanaan  Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan  Rencans
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah  Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat
Daerah (RKPD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta
mengacy pada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan  baik  vang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masvarakat dalam Jangka waktu 1 {satu)
tahun,

Proses  penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi
Perckonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mengacu pada
kerangka arahan vang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Dacrah (REPD) Kabupaten Malang. Oleh karena itu Penyusunan
Rencana Kerja Bagian Administrasi Perckonomian Sekretariat Daerah
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dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan REPL},
dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi
cksisting Bagian Administrasi Perekonomian Selkretariat Daerah,
evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Administrasi Perekonomian
Sckretariat Dacrah tabun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap
pencapaian Renja Bagian Administrasi Perckonomian Sekretariat
Daerah, Proses penyusunan Renja Bagian Administrasi Perckonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mulai dilaksanakan setelah
menindaklanjuti Phonogram Bupati Malang Nomor:
005/ 1032/35.07.032/2019 tangeal 5 Desember 2010 tentang Rapat
Koordinasi Persiapan Penvusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dan Surat Edaran Bupati
Nomor: 050/741/35.07.202/2020 tangeal 31 Januari 2020 tentang
Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2021, kemudian Bagian Administrasi Perekonomian
Sekretarial Dacrah membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian
Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah kKabupaten Malang
Tahun 2021 yang bertugas menyusun Rancangan Rencana Kerja
Bagian Administrasi Perckonomian Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2021 sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021, Sebelum dilakukan asistensi Renecana
Kerja Perangkat Daerah dan dalam upaya peningkatan  kualitas
dokumen Rencana Keria Perangkat Daerah yang lebih baik, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah selakbu  koordinator dalam
perencanaan pembangunan daerah memberikan pengarahan kepada
seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Malang terkait
mekanisme dan sistematika penyusunan dokumen Rencana Kerja
Peranglkat Daerah. Setelah mendapat arahan dari Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, kemudian ditindaklanjuti
dengan melaksanakan penyvusunan Rancangan awal Rencana Kenja
Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2021 vang berpedoman pada Rencana Strategis, hasil
evaluasi hasil Rencana Kerja tahun lalu, dan hasil evaluasi Rencana
Kerja tahun berjalan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat
Daerah Kabupaten Malang, Dalam penyusunan Rencana Kerja, ada
beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu pengalahan data dan informesi
perencanaan  pembangunan deerah berdasarkan Sistem  Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD), evaluasi pelaksanaan HRencana Kera

tahun lalu, analisis kinerja pélavanan, isu-isu penting penyelenggaraan
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tugas dan fungsi, perumusan rencana program, kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatil selama 1 {satu)
tahun termasuk lokasi kegiatan. Setelah disusun, kemudian dilakukan
asistensi Rencana Kerja di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan
Dacrah  Kabupaten Malang. Selanjutnya dengan memperhatikan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evalaasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Fembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah khususnya
pada lketentuan Pasal 131. serta Surat Kepala Badan Perencansan
Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Nomor
030/2803/35.07.202/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penyusunan
Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, menegaskan
bahwa penyusunan Rancangan Rencana Kerja merupakan proses
penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Diaerah, Rancangan
Rencana Kerja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan Forum
Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut
maka Perangkat Daerah segera menyusun kancangan Renja dengan
memperhatikan  beberapa  penyclarasan  program  dan kegiatan
Perangkat Daerah yaitu hasil Usulan Musrenbang yang telah disepakati,
Pokok-Pokok Pikiran Dewan vang telah disepakati, penyelarasan
indikator serta target program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai
tugas pokok dan fungsi Perangkat Dacrah, serta penyesuaian
pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif
Perangkat Daerah. Rancangan Rencana Kerja dimaksud juga
merupakan  bahan penyempurnaan  Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD| Tahun 2041, sedangkan pagu yang
digunakan berdasarkan pagu Rancangan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021,

Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penyusunan serta
verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi
Perekonomian Setda Kabupaten Malang sesuai surat Kepala Daerah
Kabupaten Malang melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah  Kabupaten Malang tanggal 4 Mei 2020 Nomor:
005/3002/35.07.202/2020 perihal Penyvusunan Rancangan Akhir
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Malang
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Tahun 2021 dan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah  kabupaten Malang tanggal 9 Juni 2020 Nomor:

005/ 3634/35,07.202/2020 perihal Penyesuaian Pagu Indikatif, Target

Program/Kegiatan Dalam Rangka Finalisasi Rencana Kerja Perangkat

Daerah (Renja PD| Tahun 2021, mencgaskan bahwa penyusunan

Rancangan Akhir Rencana Kerja merupakan proses pényempurnaan

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan

Proses penyusunan yvang mengacu kepada program, kegiatan dan pagu

mdikatil yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang

Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2021. Adapun hal-hal penting yang menjadi perhatian dan

penekanan dalam  penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tahun 2021 scbagai berikur;

a. Mempertimbangkan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) yang mungkin mempengaruhi  pencapaian
program/kegiatan di tahun 2021, dengan tetap mengoptimalkan
pencapaian outcome dari program-program yang ada, Mmengacu
pada sasaran tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam RPIJMD
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta Prioritas Provinsi dan

Nasional:

b. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan
Perangkat Daerah sesual dengan tugas dan [(ungsi Perangkat
Daerah:

C Penyelarasan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan

usulan program/kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten

Malang Tahun 2021 di tingkat kecamatan;

dl Menyesualkan pendanaan program dan kegiatan prioritas
berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat
Daerah.

Selanjutnya Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 ini akan menjadi
bahan penyusunan Rencana Keria dan Anggaran dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat
Daerah Tahun 2021, serta menjadi pedoman dan acuan dalam
melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2021, dan
selanjutnya akan dievaluasi melalui  penilaian terhadap realisasi
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian
Sckretariat Dacrah untuk mengetahui realisasi pencapaian target

indikator kinerja, dan penyerapan anggaran,
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Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan
satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah doltumen yang menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah
Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana
Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan
Eencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan  sebapgai
pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah
Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan  Plafon
Angegaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah tahun berkenaan,

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bagian
Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah menvusun Rancangan
Rencana Kerja secsual dengan tugas pokok dan fungsi Bagian
Administrasi Perekonomian Sekretariat Dacrah. Rencana Kerja
merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya
mengacu pada HRencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja
sebagai bahan masukan untuk penyvusunan Rencana Kera dan
Anggaran Perangkal Daerah, yang selanjutnya menjadi acuan
penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Dacrah.
Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musvawarah perencanaan
pembangunan kecamatan, Forum BSatuan Kerja Perangkat Daerah,
pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyal Daerah, dan kebijakan

pemerintah pusat.
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Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian
Sekretariat Daerah Tahun 2021 mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dan merupakan
peryabaran dari Rencana Strategis Bapian Administrasi Perekonomian
Sckretariat Dacrah Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi
dan Misi Bupati Malang schagaimana dijabarkan dalam Rencana
Pembanpgunan Jangha Menengah Daerah Tahun 2016.2021

Sesual dengan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Bagian
Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah bérperan  dalam
mendukung misi kedua yaitu "memperluas inovasi dan reformasi
birckrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel
dan demolratis berbasis teknologi informasi®, dan sasaran ke-3 dari
misi ke-2 yaitu “meningkatnva kualitas tata kelola pemerintahan yang
baik”.

Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian

Sckretariat Daerah berpedoman pada;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik  Indonesia Tahun 1950 Nomor 411,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabays
dan Daerah Tingkat Il Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Repuhlik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Permmbangunan MNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua alas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601};
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Fengendalian dan Ewvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 481 7);
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Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanlsi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943):
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nemor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Neger
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di  Daerah
sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Neger
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah (Berita Nepara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan
Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran vang Responsif
Gender untuk Pemerintah Daerah;
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24

23.

£
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produlk Hukum Daerah [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 20368), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembeniukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentarng
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah, dan Rencana
kerja  Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Dacrah Kabupaten Malang Nomor & Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2005-2025 |Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 3/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Perencanaan Pembangunan Daersh (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2008 Nomor 4/ E);
Peraturan Dacrah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilavah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah
Rabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomar 14 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2016 tentang
Rencana Pembanpunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Habupaten Malang
Tahun 2016 Nomor 11 Seri Dy
Peraturan Daecrah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dasrah (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri Cy;
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28, Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Sckretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Malang Nemor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Malang Nemor 53 Tahun 2016 tentang
Redudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 2 Seri C):

27. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme
Tahunan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Kabupaten  Malang
(Berita Dacrah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);

28. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Dacrah Kahupaten
Malang Tahun 2019 Nomor % Seri D);

29, Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/934/KEP/35.07,013/2018
tentang  Perubahan atas  Keputusan Bupati Malang Nomor:
188.45/606/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan
Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi  Perckonomian
Sekretariat Dacrah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

30, Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/527/KEP/35.07.013 /2020
tentang Tim Pemyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi
Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021.

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi
Perekonomian  Sekretariat Daerah Tahun 2021 adalah untuk
menguraikan rencana program dan kegiatan vang akan dilaksanakan
sesual dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta
kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada
Tahun 2021.

Sedangkan  tujuan  penyusunan Rencana Kerja Bagian
Administrasi Perekonomian Selkretariat Daerah Tahun 2021 adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan
kegiatan yang akan dikerjakan dalam | (satu) tahun anggaran;

2 Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan
ditingkat yang lebih tinggi:

3. Menciptakan Lketerpaduan program dan  kepiatan Bagian

Administrasi Perckonomian Sekretariat Daerah:

4. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana

Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Dacrah;

3 Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.
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Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi
Perekonomian Setda Tahun 2019 dan Capaian Rencana
Strategis Peranglkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan  Bagian Administrasi
Perekonomian Setda

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian
Administrasi Perekonomian Setda.

Review terhadap Rancangan Awal Rencans Kerja
Femerntah Daerah

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGEKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Administrasi

3.3

Perekonomian Setda,

Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi

Perekonomian Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis
Perangkat Daerah

Pada Tahun 2019 Bagian Administrasi melaksanakan 6 {enam)
program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Keglatan tersebut
dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian
kinerja/ program kegiatan yang telah ditetapkan sampai dengan akhir
tahun 2019 dapat tercapai 100%. Bagian Administrasi Perckonomian
Setda memiliki Program Prioritas yaitu Program Administrasi Bidang
Perekonomian. Dan target dan realisasi masing-masing sasaran
strategis dapat disimpulkan bahwa lercapai 100% sehingga dapat
dikatalkan berhasil,

Felaporan hasil menitoring dan evaluasi di bidang Perekonomian
meliputi:

1. Monitoring dan evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikre Kreatif:
2, Monitoring dan evaluasi sektor perindustrian dan perdagangan;
3. Menitoring dan evaluasi Pemanfaatan sarana perekonomian dan

BUMD,

Masing-masing monitoring dan evaluasi di hidang perekonomian
terdiri dari 2 (dua) laporan, vaitu Laporan Semester 1 dan Semester 11,
schingga secara keseluruhan terdapat 6 (enam) laporan,

Adapun Tabel 2,1 merupakan Rekapitulasi Hasil Ewvaluasi
Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Pencapaian Renstra
Bagian Administrasi Perckonomian Sekretariat Daerah sampai dengan
Tahun 2020. Secara umum, program dan kegiatan telah terealisasi
segual dengan target kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana
Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang telah beberapa kali
diubah dengan perubahan terakhir yvang mengacu pada Peraturan
Dacrah Kabupalen Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan  Jangka Menengah Daerah  Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
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Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerab Kabupaten Malang Tahun 2016-2021,

sehingga Bagian Administrasi Perckonomian Setda Kabupaten Malang

melakukan penyesuaian atas dokumen Rencana strategis [Renstra)l
tahun 2016-2021 yang disahkan melalui Keputusan Bupati Malang

Nomor: 188.45/934/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas

Keputusan Bupati Malang Nomor 188 45/606/KEP/35.07.013/2016

tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian

Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah  Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021. Hal ini merupakan implikasi dari adanya beberapa

kali penyesuaian dokumen Rencana Strategiz [(Renstra) Bagian

Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang Tahun 2016-2021,

menjadikan perkiraan Realisasi Capaian  Target Renstra

Program/Kegiatan Renstra PD s.d, Tahun 2020 dapat terukur maksimal

karena capaian kinerjanya dapat diakumulasi keseluruhan dalam

periode Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah

Tahun 2016-2021 serta  adanya beberapa  penvesuaian  baik

nomenklatur program; kegiatan maupurn penyvempurnaan indikator dan

target Kinerja tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir,
ada beberapa pergeseran kegiatan dari salah satu program ke program
lainnya schingga harus disesuaikan kembali, juga ada beberapa
program/kegiaten yang di tahun 2019 sudah tidak dilaksanakan lagi

(dihapus),

Dari tabel 2.1, diketahui bahwa pada dasarmnya seluruh
program/kegiatan telah terealisasi sesuai target, dengan beberapa hal
yang dapat diuraikan sebagai berilout;

l. Realisasi program/kegiatan baru Tahun 2018 telah memenuhi
target kinerja hasil/keluaran vang direncanakan, dapat dijelaskan
scbagal berikut;

a. Program Administrasi Bidang Perekonomian dengan 3 {Liga)
kegiatan yaitu Monitoring dan Evaluasi Sektor Koperasi dan
Usaha Mikro, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sektor
Perindustrian dan Perdagangan, Kegiatan Monitoring dan
Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perckonomian dan BUMD
merupakan program baru telah dilaksanakan dan memenuhi

target kinerja hasil/keluaran vang direncanakan;



15

b. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dengan Kegiatan

Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan di  Bidang Cukai juga

merupakan program baru telah dilaksanakan dan memenuhi
target kinerja hasil/ keluaran vang direncanakan.

2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan sebagai kebutuhan adminisitrast
perkantoran dan peningkalan sarana prasarana aparatur dengan
dukungan perencanaan dan pengangsaran yang memadai,
diantaranya;

a. Program pelayanan Administrasi perkantoran pada kegiatan
penyediaan barang cetakan, penyediaan komponen instalasi
listrik /penerangan bangunan kantor, penvediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan dan penvediaan logistil
kantor;

b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada
kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan
rutin/berkala pgedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan  dinas/operasional, pemeliharaan  rutin/berkala
perlengkapan  gedung  kantor, pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor,

3. Realisasi  program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran vang direncanakan yaitu:

a. Program pelayanan administrasi perkantoran pada kegiatan
penyediaan makanan dan minuman telah melebihi target kinerja
dari 192 HOK menjadi 482 HOK atau sebesar 251% melebihi
analisis kebutuhan;

0. Program pelayanan administrasi perkantoran pada kegiatan
Rapat-rapal koordinasi ke luar daerah telah melebihi target
kinerja dari 200 HOK menjadi 226 HOK atau sebesar 113%
keluaran melebihi analisis target hasil/ keluaran;

¢. Program pelayanan administrasi perkantoran pada kegiatan
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah telah
melebihi target kinerja dari 200 HOK menjadi 553 HOK atau
sebesar 276,5%  keluaran melebihi  analisis  target
hasil/ keluaran.

4. Realisasi program/kegiatan yvang masih kurang dari target kinerja

hasil/ keluaran yang direncanakan, diantaranya:



. Program pelayanan administrasi perkantoran pada kegiatan
penyediaan jasa surat menyurat masih kurang mencapai target
yvang direncanakan, vaitu dar target 600 buah surat, hanya
T1 buah surat yang terealisasi atau 11,83%, hal ini dikarenakan
capaian kinerja untuk penyediaan jasa surat menyurat
disesuaikan dengan jumlah surat yang terkirim menggunakan
jasa layanan pengiriman surat (PT. Pos Indonesia dan
sejenisnyal;

. Program  pelayanan administrasi perkantoran pada kegiatan
penyediaan jasa administrasi keuangan dari 360 OB hanya
mencapai 199 OB atau sebesar 55,23%, hal ini dikarenakan
adanya perbedaan perhitungan farget keluaran pada tahun-
tahun tertentu, dimana ada tahun yang menghitung target
berdasarkan jumlah arang perbulan pada 12 bulan, da nada
yvang menggunakan jumlah orang pada 12 bulan;

. Program pelayanan administrasi perkantoran pada kegiatan
penyediaan jasa kebersihan kantor masih kurang mencapai
target, yaitu dari 60 OB hanya tercapai 36 OB atau sebesar 609%,
karena adanya perubahan satuan pada tahun 2018, sehingga
capaian Kinerja hanya dihitung mulai dari tahun 2018 sampai
dengan 2020 (tahun sebelum 2018 tidak masuk perhitungan):

. Program pelayanan administrasi pekantoran pada kegiatan
penyediaan alat tulis kantor masih kurang mencapai target, dari
60 jenis hanya mencapai 42 jenis atau sebesar 70%, karcna
beberapa ATK yang direncanakan untuk diperbarui  atau
ditambah, tidak dilaksanaken karena ATK yang tersedia masih
dapat berfungsi dengan haik;

. Program peningkatan disiplin aparatur pada kegiatan pengadaan
pakaian khusus hari-hari tertentu yang semula ditargetkan 78
stel tercapal 46 stel atau 58,97% berdasarkan kebutuhan
personel;

Program peningkatan disiplin aparatur pada kegiatan pengadaan
pakaian dinas beserta perlengkapannya yang semula ditargetkan
78 stel tercapai 29 stel atau sebesar 37,18% dengan realisasi
belanja yvang tidak setiap tahun dilaksanakan:

. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada
kegiatan  pendidikan dan  pelatihan formal yang semula

ditargetkan 78 orang tercapai 42 orang vang mengikuti
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pendudikan dan pelatihan atau sebesar 53,85% berdasarkan
analisis kebutuhan pengembangan kapasitas sumber daya dalam

Bagian Administrasi Perekonomian.

5. Adapun ada beberapa program (kegiatan dipandang kurang relevan
untuk tidak dilaksanalkan |dthapus| cleh Bagian Administrasi
Perekonomian Setda. Kabupaten Malang mulai tahun 2018-2010
dikarenakan adanya penyesuaian dalam dokumen Perubahan
FKenstra Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016-202] yvang disahkan melalui
Keputusan  Bupati  Malang  Keputusan Bupati  Malang
Nomor:188.45/934 /fKEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas
Keputusan Bupali Malang Nomor;
188.45/606/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan
Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonoman
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga
di dalamnya terdapat beberapa penyesuatan,/perubahan  baik
nomenklatur program/ kegiatan, target kinerja maupun
volume /besaran  kinerjanya tetapi  tidak mengubah target
pencapaian sasaran akhir, tetdapat beberapa pergeseran kegiatan
dari salah satu program ke program lannya sehingga harus
disesuaikan kembali, juga ada beberapa program/kegiatan yvang di
tahun 2018-201% sudah tidak dilaksanakan lagi (dihapus),
diantaranya:

a. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan pada Kkegiatan penyusunan laporan
keuangan semsteran dan kegiatan penyusunan pelaporan akhir
tahun;

b. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah vang kondusif
pada  kegiatan perencanaan, koordinasi dan pengembangan
usaha kecil menengah serta kegiatan fasilitasi pengembangan
usaha kecil dan memengah;

€. Program peningkatan promosi dan kerjasama investas] pada
kegiatan  koordinasi  perencanaan  dan pengembangan
penanaman modal dan  kegiatan monitoring, evaluasi dan
pelaporan;

d. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
pada kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan

jasa;
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c. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah pada kegiatan peningkatan manajemen investasi daerah;

6. Terdapat 1 program mandatori yang mengalami perubahan

nomenklatur berdasarkan perubahan atas peraturan perundang-
undangan yang mendasari vaitu dari Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 222/PME.D7/2017 tentang Pengpunaan, Pemantauan dan
Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disebutlan
Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau dengan kegiatan
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai menjadi Program Sosialisasi
Retentuan di Bidang Cukai dengan Kegiatan Pemantauan dan
Evaluasi atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan di Bidang Cukal berdasarkan Peraturan Menteri
Heuangan Nomor  7/PMK.O7/2020 tentang Penggunaan,

Pernantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembalkau.

Beberapa kendala dalam pencapaian kinerja program/kegiatan

serta anggaran di tahun 2019 antara lain:

o

Terbatasnya jumlah pegawai yang melakukan tugas-tugas
kedinasan, vaitu dalam rangka penvelenggaraan monitoring
Koperasi & Usaha Mikro, Perindustrian & Perdagangan serta
Sarana Perelkonomian dan BUMD;

Terbatasnya pengetahuan aparatur terhadap kondisi isu-isu
perekonomian yvang dapat berpengaruh di Kabupaten Malang:
[alam melaksanakan pelayanan, Bagian Administrasi
Perckonomian Betda melakukan [ungsi koordinasi baik dari
mstansi internal dan eksternal;

Terbatasnva dafabase di bidang perekonomian, terutama terkait
potensi ekonomi daerah;

Pelayanan berupa pemantauan/monitoring bahan pangan dan
komoditas Strategis yang dilaksanakan mencakup wilayah vang
luas dan memiliki jenis vang beragam;

Pelayanan berupa pemantauan/monitoring Koperasi dan Usaha
Mikro yang dilaksanakan mencakup wilayah vang luas dan

komoditas berbasis masyarakat yang beragam.

Mengatasi beberapa kendala yang dihadapi  tersebut, maka

terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh Bagian Administrasi

Perekonomian sehingga pencapaian kinerja program/kegiatan maupun
anggaran Tahun 2019 tetap dapat dicapai optimal adalah sebagai
berikut ;
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1, Mendayagunakan sumberdaya manusia dan aparatur sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya;

2, Meningkatkan profesionalisme aparatur melalui pendidikan dan
pelatthan puna  terwujudnya pelayvanan vyvang optimal serta
meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah;
Mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana yang tersedia;
Melakukan koordinasi dengan instansi internal dan eksternal puna
otprnalisasi pencapaian tugas pokok dan fungsi;

3. Clustering dan pemetaan untuk mempermudah pelaksnaan
monitoring dan evaluasi sektor ekonomi yang mencakup wilayah
wilayah yang luas dan komoditas berbasis masyarakat yang
beragam.

Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kinerja Bagian
Administrasi Perckonomian Setda. dan perkiraan pencapaian Rencana
strategis sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1.
berikut :
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Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2020
Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Capaian s.d,
TUrgRt | Musdinial Tahun 2019 Target Tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan Kinerja  Kinerja Ket.
Indikater Kinerja Program 9 = Renja
Ho. |Pemerintah lh::mh} Program/ [Outeome) das Kegi [Output) Program g, Target | Realisasi Tioekat | Tahan
Kegiatan e Renstra | Tahun | Renja | Renja “ﬁs“ il e | e Tinglkat
| 2016-2021| 2018 Tahun Tahun ”i;%] Realisasi ()
= - iy 2019 | 2019 . .
=5 2 n 3 4 5 6 7 B=(7/6) | 9 |10=|5+7+9)| 11=(10/4) | 12
Program Pelayanan Persentase cakupan pelayanan o0 100% 100% 100%,
T |Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran ! i alis e ciegiiiad
T __Dumilah registrasi Surat masul dan| 600 4 15 1 = 3 49
1 |PenyediaanJaga Surat Meny urflfr;urm keluar (buah) Buah | Buah Buah Buah | 473.83% Euah Buah g,15%
Jumiah Pembayaran Honorarium
 (Penyediaan.Jasa Administrasi  [Tim Pengelola Keuangan, Tim 360 17 |80 168 a3 330 14 199 55 a0
©  |Kruangan Pemeriksa Barang dan Tenaga OB OB OB OB i B OB ?
Kontrak {orang)
o (Penyediaan Jasa Kebersinan Jumlah Penyediaan dan sarana T 12 12 12 100 12 35 By
¥ IKantor kebersihan kantor (OB} W15 0B OB OB i O 0B
" : Jumlah paket pengadaan Alat Tulis G 42 42 42 e 3o 114

# [Penyediaan Alat Tulis Karitor Kantor [Jenis) Jenis Jenia Jenis Jenis 3 Jenis Jenis 1 90F%

g [Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah paket barang cetakan dan [ 7 8 a8 1 00% 8 23 283 330
Penggandaan penggandaan (Jenis| Jenis Jenis Jenis Jenis > Jenis Jenis P
Penyediaan Eomponet Instalam ;
| SR Jumlah paket pengadean £ B = b f L7

6 |L k/Penerangan y T | ; - I y .

IK::;TD r" g s komponen;/ instalasi listrik [Jenis) Jenis Jenis Jenis Jeniz L) Jenis Jenis #B3
Penyediaan Bahen Bacaan dan Uumlah paket bahan bacaan yang 2 2 2 2 100 2 B 300%
Peraturan Perundang-Undangan [dibeli {Jenis) Jenis Jenis Jeris Jetins l Jenis Jervis
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1 2 3 a 5 6 7 8=(7/6) | © [10=(5:7+9)| 11={(10/4) |
g [Penvedizan Makanan dan Jumlah paket makanan dan 192 132 168 158 a4 HE | 1%z 482 A51.04%
Minuman minuman yang disediakan (HOK) HOK HiIL HOK O : HOK HOK ;

Adanya Perjalanan Ddnas dalam
g Rapat-Rapat Koordinasi dan rangka Konsultasi dan Keordinasi 200 9 100 17 17 2 29 14,58
Konsultasl ke Luar Daerah ke Propinsi, Luar Propinai dan HOK HI HOK HIO¥ ¥ HOK HOK ¥
Pemerintah [HOK)
TR Adanya Perjalanan Dinae dalam
Rapat-Rapat Koordinasi dan - i ; 2010 142 200 211 191 Sk
in : rangka Koordinasi, Konsultasi, ! 105.5% 272%
Konsultasi ke Dalam Daerah Monitoring dan Evaluasi (HOK) HOX HOK HOK HOK HOK HOK
: o Jumlah bahan logistik kantor yvang 234 1532 i 7 i 205 .
sl S e B dizediakan HOK HOE HOE HOE 1004 Jenis Jeis 87.61%
" Perscentase cREupan Sarana
|ngm.m Peningkatan Sarana
I dan Prasarana Aparatur i::;mm yang berfungsi dengan 100% 100%: 1003 100% 100% 100% 100% 100%
1 {Pengadaan Peralatar Gedung Lumlah peratatan gedung kantor ] 4 1 1 00 1 (2] 120%
{ {Kantor yang dindakan (Jenis) Jepis | Jenis Jenis Jdenis Jenis Jdenia 3
| 3 {Pemeliharaan Ruotin ! Berkala Jumiah gedung kantor yang 3 [ 2 2 2 oD% 3 T 233.33%
| |GE:‘.‘:U11§ kantor dipelihara rutin/ berkala (Jenis) Jenmis. | Jenis Tenis Jenis Jenis Jenis -

3 {Pemebharaan Rutin/Berkala Uumlah kendarsan roda 4 & 2 yang 26 4 4 4 L 00% 8 16 61545
iliendaman Dipas/Operasional  dipelihara rutin/ berkala {unit) LUmit Linat Unit Tnit Lirain Lt A
1 ’ —

i : 5 lah perlengkapan gedung
meliharean Rutin/Berkala pum ! ; L 2 2 2 <, T

4 kentor vang dipelihara tuting . : : . 100%: : ; 233,33%
Fr‘lﬁngkapan Gedung Kantor betkala fenis| Jenis Jenia Jenis Jenis Jenis Jenis
|P' | : Jumlah peralatan gedung kantor

5 A ki Berkaln yang dipelihara rutin/pelihara i hE i) l 1003 2 i B00%,
Peratatan Gedung Kantor Henit] Jenis Jenis Jenis Jenis Jemis Jenis
' Jumtah Kendaraan E
Penpadaan Kendarsan : 0 { ) 3 0 3 .

e o Dinas; Operasional Roda 2 Baru . : : E 100% . p 1O
Dinas/ Dperasional ang diadakan (Unit) Unit LInit Unit [Init Limit Uit
Program Peningkatan Disiplin calupan disiplin

mt Aparatur aparatur terkaft 1005 100 10049 100% 100% 100 BRI 10:0%

1 [Pengadaan Pakaian Khusus Lumlah pekaian dinas dan T& 14 15 15 100% 15 46 B 07
Hari-Hari Tertertu perlengkapan vang dilel (stel) Stel Bial Stel el Seel Stel ’
Pengadaan pakajan dinas Jumlah penyediaan pakaian dinas TE o 14 14 100% 15 29 37 18%

serta perlenghapan (stel) Stel Stel Seel Stel Stel Stel ey




1 2 I a 4 s 6 7 8=(7/6) | 9 |10=(5+7+9)| 11 =(10/4)
ogram Peninglatan
Persentase cakupan pemenuhan n
L) ,p,,]]::'aﬂt.t_:-a Sumber Daya kompetensi sumberdaya aparatur 10046 1005 1005, 100% 100% 100% 100%, 100%
i Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur vang mengikuti TH 12 15 15 1004, 15 42 57 BE
Formal pendidikan dan pelatihan [orang) Orang Orang Chrang Orang Orang Orang 3=
Persentase cakupan laporan
?ﬂﬁ?:bfmﬂii: kinerja dan keuvangan yang
¥V Peln Capaian Kinerja dan |disusun sesuai aturan yang 100% 100% 0 0 o 0 100% 100%
I'[ﬂuf . erlaku, tepat waktu dan
i akuntabel =
il..luml&.'rl dokumen laporan
i g:;ﬁmann Laporan Keuangan i](nr&uangs_m semnesteran selama satu i 1 0 0 0 O I L%
_ ftahun [Laporan)
| .
4 |[Penyusunan Pelaporan Jumiah dokumen laporan [
4 Keuangan Akhir Tehun keuangan akhir tahun (Laporan) 2 ] 2 H 0 o G 2 L0
rogram Penciptaan Tklim Frosentase jumlah pelaporan = L 1
V1 |[Usaha Kecil Menengah yang  |[Keikutsertaan dalam pameran 1007 100% 0 v} i} o L00% 100%
Hondusif fperskala lokal
Perencanaan, Koordinasi dan ;:;Lu:canfi?ﬁﬂﬁ:rﬁ::f &Emun"
1 ;Ei:nmbﬁngﬁn Uszaha Eecil pengentangn usaha kel 2 = 4] L] 0 0l a2 100%
=4 menetgah (Laporan]
e Jumlah pelaporan hasil evaluasi
2 Li:ﬂ:m;f:nﬁmhangan Vnaka dan monitoring pelaku usaha kecil » 2 0 i 0 O 2 100%
5 2 dan mikro (Laporan|
: = ]
Program Peningkatan Promosi [Prosentase promosi potensi no®
Lo dan Kerjasama Investasi ekonomi dasrah o ol 100 i 9 o 9 100% 1
Keardinasi Perencanaan dan :
Jumlah data spasial yvang dapat
1 E{cﬂn‘:ﬁmhanmn Penanaman Misedialean (data) 1 1 0] a 0 ] 1 100%
P : Lumlah keikutserzaan dalam Bl
o Monitoring, Evaluasi dan ; 1 a o 0 0 1 100%

Felaporan

eran berskala nassonal
|[Lﬂllﬂl'ﬂﬂ]




B
Bk

undangan di Bidang Cukai

undangan di Bidang Cukai
|Laporan)

- : ® * 8 i T 8={7/6) | 9 |10=(5+7+9)| 11 =(10/4) B
Program Perlindungan Prosentase jumiah pelaporan :
VIII. Konsumen dan Pengamanan  |hasil pengawasan distribusi LPG 3| 100% 100% | 0 i} o 0 0 -
FPerdagangan
1 Peningkatan Pengawasan lumlah laporan hasil pengawasan 9 9 a o
Peredaran Barang dan Jasa distribusi LPG 3 Kg [Laporan) 0 5 ¢ )
ram Peningkatan dan Prosentase pelaporan BUMD vang
IX. ngembangan Pengelolaan dilaksanakan monitering, 100% 100% o a o 0 L] -
Kevangan dacrah evaluasi dan pelaporan
: umlah pelaporan BUMD yang -
Pen tan M - ~
1 mE}Eﬂ ekl et dilaksanakan menitoring, evaluas 12 12 0 0 ] 0 0 -
Investasi dacrah
dan pelapormn {Laporan)|
. |Prosentase pelakzanaan
ogram Pembinaan Indosted |07 )
A k dan Tembakau sosialisasi ketentuan perundang- 100% o 0 o o o 100% 100%
Iumhngan di bidang cukal
1 Snsmalisasi Ketentuan D Bidang pumlah pelaparan capaian info :
Cirloai ketentuan perundang-undangan di 1 o 0 0 il o 1 100K
hidang culd (Laporan)
agram Peningkatan il’maem:u pelaporan
X1
an Publik pendistribusian Raskin 1005 o 0 0 o 0 (4] 100%
Pengawasan dan Pengendalian  |[Tumlah pelaporan pendistribusian
1 : i y ; ;
Telnis Raskin (Laporan) 2 2 o 0 i 0 2 100
grim Sosialisasi Ketentuan Persentase Soslalisasi Ketentuan
XII { Bidang Cukal di Bidang Cukai 1000, 100% 100% 100% 10H% 1005 100% 100%:
Kegiatan Pemantauan dan -Jurlrﬂa.h_lapura.n pemaniauan dan
, |Evaluasi atas Pelaksanaan T SR 5 2 2 2 2 6
{Ketentuan Peraturan perundang- B i Laporan | Lapotan | Laporan KR Laporan | Laparan %
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i 2 | a 4 5 6 T 8= (7/6) 9 10 = (5+7+9)| 11 = (10/4)
rsentase pelaporan
x| TOETRm Administras BUARE pelaksanaan kebijakan dibidang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100%
perckonomian

Rezatan Mortoring dan laporan Monitering dan evaluasi 2 5 3 a &

1 |[Evaluzsi Sektor Koperasi dan feoperasi dan usaha mkre a8 100% TS%
tisaka Milen FLBP'DTEIHI Laporan | Leporan | Leaporan Laporan Laporan
Kegiatan Monitoring dan |Pe|.=xpnraﬂ Monitaring dan evaluas a 2 9 2 6

2. |Evalussi Sektor Perindustrian Perindustrizan dan Perd 1 B 1004 750
Laﬂ Perdagangan {Laporan| i e e ol By i
Kegiatan Monitoring dan Pelaporan momitaring dan evaluas: 4 2 3 P 6

3 |Bvaluas Pemanfaatan Sarana  |pemanfaatan sarana perekonomian B 10055 758
Perekonomian dan BUMD dan BUMD (Laporan) MR SepstiE |- S VEPISEIN] - Bypo

Eeterangan tabel 2]

*  Bukan memipakan hasi] penjombsban;
| Mervpakan hasil perhitungan rata-rata; karena indikator kinena memilike perbedaan saman volume sebunggs ndak dagat dakonulas:,
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Perekonemian
Setda.

Adapun Kinerja pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian
Sckretariat Daerah di tahun 2019 adalah penyiapan bahan perumusan
kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaporan
bidang perckonemian yaitu dalam bentuk Laporan bahan perumusan,
pemantauan dan evaluasi kehijakan bidang perekonomian yang terdiri
dari Sektor Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Selctor Usaha
Mikro serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD).

Uraian mengenai kinerja pelayanan Bagian Administrast
Perckonomian Setda tercantum pada tabel 2.2 sebagai berilaut;
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Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Malang
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Preyeksi | Loiatan
No. Indikat SPM/ Btandar KK/ Analisis
Mosional I Tahun Takhun 2 Tahun ] Tahumn Tabhun Tohun Tahun Tahumn
2019 020 zoz1 | 2022 2019 2020 | 2021 | 2022
[ 2 a ‘@ | & 7 a 9 10 i1 12 13 14
Indikator Propram dan Hegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Sehretariat Dasrah
1. Persenlase Cakopan  pelayanan
= administrasi perkantorsn - - 100% 10 100% . mDH.I___ L.T,}Ij j.m._wm,_ -
I, Jumlah  regstcast Sunat masuk dan = " 120 buah | 1230 buah | 120 buah 41 buah 44 bBah 120 buah -
surat keluar = =
& Jumlakh Pernbayvaran Hemeararium Tim = = 208 Y208 1208 168 08B 199 OB TEOB R
Pengelnia Keuangan = x
5 B Jumlah  palket  josa dan  sarana E " 12 OB 1208 12086 - 17 OB a6 Of B0 OR -
kebersihan kantor
4. Jumlph palkel pengadean Alat Tulis = 5 B0 jenis 60 jenia Gl jenks 432 jenis 114 jenis 0l jenis
Fantar -
B Juminh poiet herang cefahan  dan = = i jermis i jenis i jenis 8 jenis 23 jenis & jenis
penggandaan
f. Jumbah pal:eu pengadaan 0 enis & jenis B jenis 3 jens IT _'|Eni$ 5] _p?.ni.-: R
komponen instalasi listrilk _ 4 | O | —
7 Jdumlah paker bahan bacaan yang 2 jenis 2 jenia 2 jenis - 2 jenis fi jenis 2 jenis -
dibel
R, Farnlats prdeet o barii dar e 192 HOK 192 HOK 122 HOK 158 HOK | 482 HOR 193 HOK
vanpdisediakan = i : B
- X Adanya Perjalanan [Mras  dalam Z00HOK | 200 HOH | 200 HOK - 17 HOK 20 HOR 200 HOK -
rangka Honsultasi dan Koordinasi ke i
Propinst, Luar Propinsi dary
Pemerintah
10 Adama  Peralanan Dhinas  dalam
rangka Roordinasi, Konsultasi, - - 200 HOE | 200 HOK | 208 HOK 211 HOK | 544 HOK 234 HOK -
Munitaring dan Evalunz il
11 Jumlah bBahan legistic kantor yang - 238 HOK 234 HOHE | 234 HOK T HOK 205 HOK 234 HOK
disedinkan




= Catatan
= o 1 SPM/ Standar| KK/ Target Renstra SKPD Realisasi Capaian . Proyveksi Analisi
Nasional KU Tahun Tahun 2 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tohun
2019 Q0 2021 2023 2019 2020 2021 2023
= 2 3 4 3 7 & 9 10 11 12 13 14
2. Persentase Cakupan SATATN
prasarana yang berfungsi dengan . 100% 100% IR . L0, 100% T -
baik
12, | lnh ke 14An ; - S - T Fa : =:
rg_:dn:i:\g hmm_t P i i - 3 pnis O jemia 5 jeriis 1 jenis B jEms & jenin
/ I lah k : thara ; 3t 3
3 ﬂ:d:;:ﬂfmﬂgﬂ ot pemct L - 3 jenis 3 jenis a3 jenua 2 jenis ¥ jEnig 3 penis -
3 lak pemel] : g ; ST =
i ﬂ:r?llarﬁan djnﬁgpemsmnaj:?_man N N st S hitbrad 4 unlt 18 unit 4 it
5. | Jumlah ket cliharsan LR R T b :
i pn:‘]znghﬁpg_g;dung.n' EE.T“"‘ 3 jenis 3 jenia 3 s N 2 jenis T jeniz 3 jenis -
T Jdumlah palet pemesliharsan perplaian - ; = = -
grdung/ kantor = = 5 4 .Jenia L8 penis 3 jenis
L7 durnlah paloet kendarann :
dinas/ operasional roda 2 5 3 8 i ¥ 5
3. Persentasc cakupan diziplin =
| apamatur teckait = st [ SRR e | e i
18, Jumlah paksan dinas dan :
PET[EHF:H-EI._'E@.“I'I. yang Aiketi 1t Sael 14 =rel 16 =3l i 15 Hiel At Siel T8 Sel E
19. Jumliah penyediagn pakaisn dings - = 16 Srel 16 stel 16 atel - 14 siel 29 grel 7B stel -
4, Persentase calupan pemenuhan
Ksmipetenai sumberduys dparstus - - 100% 100% 100% ) 100% 100% 100%, .
20 Jumlah aparatur yang mengloat % n L
pendidikan dan pelatiban . 16 arang |6 orang 16 orang 15 org 42 g Tomg
5. Persentase Cakupan laporan kinercja
dan keuangan vang disusun aturan ) ) 2
yang berlaku, tepat waktu dan = 3l -
akuntabel ;
niEl Jumilak dobumen kporan keuangan =
semesteran selama satu mhun 5 = y = =
L Jumlak delumen laporan keusngan
althir tahun E = = = s = =
a. Persentasc jn_iu.hh pelaporan
Eikutsertaan dalsm pameran S >
berskala local 7 = : - -




Catatan
N, Indikator SPM/ Standar IKK/ r Target Renstra BKPD Realisasi Capaian Proyeksi P
Wasional IELT Tahun Tahun 2 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2019 020 2021 2022 2019 2020 | 2021 2022
1 2 3 4 6 T B 9 10 11 12 13 14
23 Jumlah pelaporan pelaksanaan = - Merapakan
perencanaan, koordnasi dan kegiatan baru
pengembangan usaha kecil menengeh i reiceniag
- = = - - = lerbentuknya
sub- Depian
looperrs) dan
i LM
29, Jumlah pelaparan fevahiasi fasilitasi
peogembangan usaha kecl menengah - i . = = =
7. | Persentase promosi potensi ckonomi | E 2 5
daerah T - . -
25 Jumlah dats spasial vang dapat
duediakan = } : = .
26y Jumlah keeikutsertaan dalam pameran - -

. Persentage jumlah pelaporan  hasil

pengawasan distribosi LPG 3 Kg

Jumlah laporan hasil pengawazsan
distribusi LBG 3 Kg

Persentaze pelaparan EIIII.'D FENE
dilaksanakan monitoring, evaluasi
dan pelaporan

25,

Jumlah  pelaporan  BUMD  vang
dilaksnnakan monitoring, evaltas dan
pelapoman

10,

Porsontase pelaksanaan sosialisasi
Esteniuan perundang-undangan di
bidang cukai

29,

Jumlah paket sosialisazi kewentuan
perundang-undangan di bidang culai

11,

Persentase materi vang disampaikan
dalam rangka peningkatan
kewaspadaan petugas untuk
mencegah gizi burnk

Jumiah laporan keglatan
pemberdayaan masverakal untuk




A = Catatan
- T SPM/ Standar| KK/ Target Renstra BKPD Realisasi Capaian Proyeksi Analisis
Nasional IEU Tahun Tahun 2 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2019 D20 2021 2022 2019 2020 2021 2022
1 i=_ 3 4 A 7 8 9 10 L1 12 13 14
pencapaian keludrga sadar gz = g
12 Persentase soslalisasi ketentuan di & 5 ? T =
bidang cukai - g E :
4 Jumlah paket sosialisssi ketenoaan '
*1 | perundang-undangan di bidang cuka; - i ] i ]
13 Frosentase Pelaporan =
' pendistribusian Raskin = - = .
12 Jumlah pelaporan pendistribusian
* | Raskin = : B B = e )
Persentase Bosialisasi Ket i
Sl g enier SHTae = > 1000 100% 1005 100% 100% 100% .
Jumiah laporan pemantauan dan E
3% evaluasi atas pelakeanasn ketentuan - - 3 Laporan | 2 Laporan, | 2 Laporan - 2 Laporan | 6 Laporan | 2 Lapocan
perundang-undangan di bidang cukai |
Persentase POTR laksanpa =
cid I:_;TEII.II bfd?iﬂ,gpa:uﬁnamhn i ] . 100% 100% 100% 1M 100, 100% .
Pela ing Kope
34, &kﬁrﬁ?ﬂﬁﬂ?ﬁ! operasl dan . : 2 laporan | Qlaporan | 2 laporan - 2 laporan | & Laporan | 2 laporan =
= Pelaporsn menionng Sekior 5 5
=5 F‘&riﬁu:tﬁan dan F:Erdnngﬂnﬂ”ﬂn = ; 2 ERpns. | dipern || = Mpgn A Chpmmsy | Wematan | -2laporen
Pel i
st [Paeonmaibepmtisien | o | | v St | akeen ¢ taporan | 6 Laporan | 2taporan |
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2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian
Administrasi Perekonomian Setda,

Merujuk pada ketentuan, Bagian Administrasi Perekonomian
bukanlah Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pelayanan langsung
kepada masyarakat, namun peran yang dimiliki adalah untuk
menunjang pelayanan perangkat daerah lain untuk menyiapkan bahan
penyajian  pelaporan dan  kebijakan pimpinan  dalam  bidang
perekonomian yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan lungsi pada tahun-tahun
sebelumnya maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi adalah
pelaksanaan koordinasi dengan PO atau  stakeholder terkait.
Sebagaimana tugas pokok dan  fungsi  Bagian Administrasi
Perekonomian yang bertitikberat pada penyajian laporan dan bahan
kebijakan pimpinan, maka koordinasi dengan PD dan stakeholder
terkait dilakukan sebagal perumusan permasalahan ataupun kebijakan
yang akan disajikan kepada pimpinan,

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi
Perekonomian Sekretariat Daerah dalam hal ini memberikan pelayanan
secara tidak langsung dengan menunjang kebijakan yvang akan dan
diterapkan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelayanan publik kepada masyarakat lebih tepatnya pada misi ke 2
*Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi  tata  kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis
teknologi informasi® pencapaian visi misi Kepala Daerah,

Maka Bagian Administirasi Perekonomian Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang memiliki Tungsi melaksanakan sebagian tugas
Sekretaris Dacrah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang Koperasi dan
Sekior Usaha Mikro, Sektor Perindustrian dan Perdagangan, serta
Sarana Perckonomian dan Badan Usaha Milik Dacrah (BUMD),
Dokumen perencanaan Bagian Administrasi Perekonomian ini akan
digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh Perangkat Daerah dalam
menyusun Rencana Stratepis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah,

Sehubungan dengan hal tersebut maka peran
Bagian Administrasi Perekonomian Sckretariat Daerah  adalah

mewwjudkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik),
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cleart  government  (pemerintahan vang bersih), berkeadilan dan
demokratis. Sedangkan berkaitan dengan prioritas pembangunan
Kabupaten Malang, peran Bagian Administrasi Perekonomian
Sekretariat Daerah adalah mewujudkan kemandirian ekenomi déngan

menggerakkan sektor-sektor strategls ckonomi domestik.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor
6 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan
reviu terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang
didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan
dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yvang didukung serta oleh
Bagian Perelkonomian Sekretariat Daerah. Selain itu, denpgan herlakunya
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peranglat Daerah
vang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
tenlang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah, terdapat
petubahan  susunan dan lungsi organisasi perangkal daerah  di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, termasuk susunan dan
fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah juga
mengalami perubahan.,

Berdasarkan hasil reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah
Dacrah (RKPD} Kabupaten Malang Tahun 2021 serta memperhatikan
sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikater
dan target kinerja Perangkat Daerah maupun analisis kebutuhan
Fencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Seida, Kabupaten
Malang Tahun 2021, terdapat beberapa perbedaan/pergeseran. Hal ini
disebabkan salah satunya adanya analisis kebutuhan-kebutuhan yang
tak terduga maupun akibat/implilkasi dari terjadinya Pandemi
COVID-19 sehingga perlu dilakukan beberapa
penyesuaian/ perubahan/pergeseran  besaran  baik target kinerja
maupun pagu indikanf anggarannva pada beberapa kegiatan. namun
demikian Berdasarkan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja
pelavanan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah
dengan hasil bahwa beberapa program dan kegiatan masih mendukung

pencapaian sasaran  schingga relevan dilaksanakan lagi  seperti
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Program dan Kegiatan generik vang berkaitan dengan operasional
kantor, serta Program dan Kegiatan vang berkaitan dengan pelaksanaan
kebijakan di bidang perckanomian antara lain monitoring koperasi dan
sckior usaha mikro, moniloring sektor perindustrian dan perdagangan
serta monitoring pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD.

Uraian hasil review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3 berilkut ini:
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Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Bagian Perekonomian Setda. Kabupaten Malang

= INDIKATOR RANCANGAN AWAL RKPD INDIKATOR HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
URUS AN KINERJA TL;.-RGE; - — KINERJA — == | CATA
PEMERINTAMA | PROGRAM | PROGRAM
| CAPAIA | KEBUTUHAN | SYM | PROGRAM TARGET | KEBUTUHAN | sume | TAN
KODE N DAERAH DAN | (OUTCOME) BER sty (OUTCOME) M
PROGRAM / DAN LOKASI N DANAIPAGY | op A DAN LOKASI | CAPAIAN |  DANAIPAGU ER | FE
KEGIATAN KEGIATAN KINERJ INDHKATIF i KEGIATAN KINERJA INDIKATIF | Dana | TING
{QUTPUT) A = [ouTeuT 3
1 2 3 4 5 g 7 g 8 | 10 11 12 13 14
233118077, 1,496.162.856,00
on -, . e
4| FUNGSI| PENUNJANG URUSAN 1-33‘-1‘1"?';":; 1.496.162.856,00 |
| PEMERINTAHAN : —— :
4406 | FUNGSI LAINNY A 2.331.143.777, . uss.isz.sssmi
00 e
| 440647 | _ 23R4T, | 1.486.162.855.00
BAGIAN ADMINISTRAS!I PEREKONOMIAN ag .
| 44064101 | PROGRAM Fersentasa 100% 2E7.470.300,00 PROGRAM | Peraentase | 108% 385.470.3680,00 R
FELAYANAN Pemenubhan PELAYANAN | Pemenuhan |
ADMINISTRASI | Operasional ADOMIMISTRASI | Operasional
PERKANTORAN | Perkantoran PERKANTORAM | Perkantoran |
I ey : | {5} i =8 —
4.406.41.01.0 | Peryediaan Jasa | Jurniah Kab. Malang | 120 buah | 1159.567.00 | APBD | Penyedigan Jasa | Jumiah Kal 15 buah 1,158 567,00 | APBD
1 | Surat Memurat ragestgal { Fabu | Sural Menyura | registrasi surat | Bdalang Hebupa
sasral masuk patan | rmasuk dan ien
dan surat | swral kaluar
== | kehwaribash) | ==l R A | | fhuah) .
4 4068.41.01.0 | Penyediaan Jasa | Jumiah | ®ab.Malang | 150b | 104.504.000,00 | APOD | Penyediaan Jasa | Jumiah pejabal | Hab, 15 Ch 233 604.000.00 | APBD
2 | Administras| pejabat | Katu | Adminisias ! pengelola falang | kabupa
Feunigan pengelola palen | Keuangan aodministrasi ben
actministrasi keuangan (OB}
kauangan
(OB
Wt | o LT W B SRR S (S
4.406:41.01.0 | Penyediaan Jasa | Juniah kab, malang | 12 0B 5630.00000 | APBD | Penyediaan Jasa | Jumlah pelugas | Kab. 1208 5.830000,00 | APED
3 | Kebersiuan patugas | Kabu | Kebersihan Kaator | kebersihan | malang Habupa
Kantor kabareihan palen (OB ten
(O8] il | = .
4.406.41010 | Penyediaan Alat | Jumishalel | Kab, Malang | 60 Jenis | 2878773500 | APED | Panyediaan Alat Jumlah akat tulie | Kab 35 Jonis 28.757.735,00 | APBD
4 | Tuliz Kantor | tulis kantor Kabu | Tulis Kantar xanka yang Malzng Kabups
| yang paten _disediakan — 1 tan —
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| dizsediskzn fenis
(Jenig) _
4.406.41.01.0 | Penyadiaan Jumilah Kab, Malang | 8 Jemss 3.543122 00 | APED | Penyediaan Barang | Jumlak barang | Kab. f Jenis 354312200 | APED
5 | Barang Cefakan | barang Kaby | Cefakan dan cetakan yang Malang Kabupa
dan celakan yang palen | Penggandaan disedizkan ten
Penggandasn disedimkan (lens) | |
iJanis)
44064101 .0 | Pernyediaan Jumlah Ksb. Malang | B Jenis 555022700 [ APBD | Penyadisan Jusrilak Kab, & Jenis AB50 2T 00 | AFPBD
6| Komipomen penyediaan Kabu | Homponen inslaiasi | penyadiaan Malang Kabupa
Instalzsi kampanan paten | Listok'Pengrangan | komponen alat- ten
Listrik/Peneranga | alat-alat listrik Bangunan Kantor | slat bstik dan |
i Bangurian dan elekironik elekiranil |
| Hanter foleznis) . {Janis} :
440643010 | Panyadisan Jumiah Kab. malang | 2 Jenis 3.478.702,00 | APBD | Penyediaan Bahan | Jumiah Bshan | Kab 2 Jenis 3478 702,00 | APED
7 | Bahan Bacaan Bahan | Kabu | Bacasn dan Barcaan dan mialang | Kabupa
dan Peraturen Bacaan dan palen | Peraturan Paraturan | ten
FParndang. Paraturan Perundang- Ferundang- |
Uncangan Perundang- Lirtangan Liraiangan yang
Undangan dizediskan |
yang fjenis) |
[ digediakan
l - fenis) O, - :
, 440641010 | Peryediaan Jsmilah Kab. Malang | 192 HOK L7 EIA00 | APHD | Perwediaan Jumiah ¥ab. 163 HOE | A.TET.H73,00 | APBD
8 | Makanan dan rzkanan dan | kabu | Makanan dan makanarn tan hiaking Kabupa
Minurman mimEman paten | Minuman minuman larsn fizn
haran Pegaaai,
Pepawai, { | Rapal. dan
: Rapaf, dan | barmu yang
tarmu yang disediakan
dhgediazkan (HO)
{HOK) . e e :
440641010 | Rapat-Rapsl Jurdah Fab. Malang | 200HOK | 6070085000 | APSD | Rapal-Fapst Jdumizh Kab, 30 HOK A0.T00050,00 | APRD
8 | kKaordinasi dan pegawal fiabw | Hordinas dan pegawal Malang Kabupa
Konsukas e remenuhi paten | Konsultasi Ke Luar | memeanahi 1en
Luar Daerah pRMUgESan Diaarah penugatan
dins. ke luar dinas ke luar
daerah (HOE) _ daerah [HOK)
4 406.41.01.1 | Rapat-Rapat Jumiah Kab. Malang | 200 HOK | 64.588.50£,00 | APED | Rapat-Rapat Jumlah Kab, 180 HOK B64.580.504.00 | APBD
0 | Kordinasl dan pegewai Kebu | Kordinasi dan pEgaveai Malang Kabupa
Konsulfasi Ke memsenhl patzn | Konsuias Ke memenuhi ten
Diatam Daaraty panugasan Dalam Daarah PENLGaLET
dinss ke dinas ke dalam
mdﬂrarn daerah daerah (HOK)
K = | N .- "
4.40641.01.1 | Penyediaan | Jurlah bahan | Kabupatan R 4 48003000 | AFED | Penvedizan Bahan | Jumlah bahan Kabupate | & Jenis 4 480.000,00 | APBD
1 | Bahan Logistik logistik kantor | hMakang Jenes Kabu | Logistk Kamor logistik ksndor n Malang Kabapa
Kantar yarg paten yarg fen
digediakan dissdiakan
(|enis} (jenis] =
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4.406,41.02 | PROGRAM Persentage 100% 42,430 448,00 PROGRAM | Persentase 100% 52,490, 448.00
PENINGRATAN | Pemenuhan PENINGEKATAN  Pemenuhan
SARANA DN Barana dan SARANS DAN Sarana dan
PRASARANSA Prasarana FRASARANA Prasarana
APARATUR Penunjang APARATUR Penunjang
= Aparatur (%]} - | Aparatur (%) N
440641 02,0 | Pengadaan Juirmnlah Kab. Malang 5 Jenis 350000000 | APAD | Pangadaan Jumiah Han, 1 Jems A500.000,00 | APED
1 | Peralatan Peralatan Kabu i Perafatan Gedung | Pesalatan Palareg Eabupa
Gedung Kantor Gedung paten | Kanior Gedung Kanbor lan
[ Kantor wang yang dizdakan |
| dizsdakan | jeniz
jenis) i .
440541 020 | Pemedharaan Jumish Kab. Malang & Lini 21 BRO.E34,00 | AFED | Pemediharaan [ Jumlah Kah, & Linit 21.580.834 00 | APED
, 2 | Rutn/Berkals kendaraan Kaby | RutinBerkala kendaraan rada | Malang Kabupa
[ Hendaraan roda empat patan | Kendaraan emga dan ten
DinasQperasiona | dan DinasOperasonal | kendasaan roda
1 Eendaraan i yang
| roca dua dipelhaia nulin
yaarg dan berkala
dipalihars {Unit}
rutin dan
berkala {Unil) Ji g 0 N g | L |
4,406 41 020 | Pemekhargan Jumiah Kaly Malang | 3 Jenis SATETRZ 00 | APBD | Pemeliharaan Jumlah Kah. 3 Jeiis 347870200 | APED
' 3 | Rutin'Barkala Perengkapan | Kabu | Rufin/Berkala | Perlengkapan | Malang | Kabupa
| Pafengkapan Gedung paten | Perlengkapan Cedung Kanlor | ten
| Gedung Kantbar Harios yang Gedung Kantor yang dipeliharm
: dipefilara Rutin‘Berkala
Rutm/Earkala [panis)
enis) .y IR | =
| 4.406.41.020 | Pemeliharaan Jumlah kab. Malang 3 denis | BETZIEE00 | AFBD | Pemeliharaan Jurmlah gedung | Kebh. |1 .Jenis 23,572, 355.00 | APBD
4 | Rudin/Berkala LIy kabu | RulinBerkala kantor yang Malang Habupa
Gadung Rantor kamior yang paten | Gedung Hantor dipelirars fen
dipalihara Fudin/Barkaka |
Rutin/Berkaia | | jenis}
{ jeniz) _— i |18
4.40641.020 | Pemeliharaan Jurridah Fab. Melang | 3 Jenis 835854700 | APED | Pemeiharsen Jumlah Kak. 3 Jenia 0358 547,00 | APED
3 | Rutin/Serkala Paraiatan Kabu | RufinBerkala Pasaiatan Malang Kabupa
. Paralatan Gestung paten | Peralstan Gedung | Gedung Len
Gedung Kanters Kantonsang Ko Kanioryang
eHipelifuara di
Rutn/Bearkala Rutin/Berkada
jonis) I il =l S (jznis) .
4.406.41.03 | PROGRAM raentase 100% 10200003, 00 PROGRAM Persantase 100% 10.400.000 00
PENINGKATAN | Penunjang PENINGKATAN | Penunjang
DISIPLIN Karja DESIPLIN | Kerja Aparatur
APARATUR Aparatur (%) o APARATUR (%}
4 406:41,03.0 | Pesgadasan Jurriah Kab Matang | 15 Stel £ 60000000 | APBD | Pengadaan Jurndah Kat. 15 Stel 6.600.000,00 | APBD
1 | Pakaian Dinasg penyediaan Kabu | Pakatan Dinas peyedian Malang Ksbupa
Beszerta Fakaian paten | Hesera Pakaian Dinas tan
| Perengkasannya | Dinas (Stel . Pedengkapaniya | (Stel)
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440841030 | Pangadaan Jumlah | Kab. Malang 16 Stal & 80000300 | AFBD | Pengadaan Jurnlah Kab. 15 St 4.500.0400,00 | APED
2 | Pakaian Khugus penyediaan Kahu | Pakaian Khusus panypadiaan Malang Kabupa
Har-Hari Terdeniu = Pakalan paten | Hari-Han Tertentu Fakaian | ten
DlahragaBad I QlahragaBank |
- 1 k (Stel) S | | {Ste) |
4. 406.41.04 | PROGR.AM Fersentase 100%: A6 502 028,00 | PRCHGRAM Ferseniasa | 100 45 802,028 ,00
PEMINGHATAN Peningkatan PEMINGKATAN Peningkatan |
KAPASITAS Fapasitas KAPASITAS | Kapasitas |
SEUMBER DAYA | Pegawal di SUMBER DAY A Pagawai di
APARATUR Perangkat ; APARATUR Peranghkat
Daarah (%) Daerah (%) N S| I — | —
440647040 | Pendidikan dan Jumlah Kab. Melang | 15 O0rang | 4680202800 | AFBD | Pendidiksn dan Jumiah Fab 13 Drang 46.80. 026,00 | AFBD
1 | Pelatihan Formel | Pegawai yang Kabu | Petathan Formal FPegawal yang Malang | Kabupa
mgngkuti patan rmergikuti | ten
pelalian | | pelatifan |
orangl orangl
| 44064105  PROGRAM Persantase ) 0,00 PROGRAM Persentase 0% | 0,00
| PENINGHATAN Dokumen PEHINGHATAN Dokumen
| | PENGEMEANGA | Perencanaan | PENGEMBANGAN | Peremcanaan,
| | N SISTEM , Laparan SISTEM Laporan
| | PELAPORAN Keuangan PELAPCRAN Keuangan dan
| | CAPALAN dar Hinerja | CAPALAN Kinerja
KIMER.JA DAN Peranghkat KIHERJA DAN Peranghkat
! | KEUANGAN | Daerah yang | | | HEUANGAM Daarah yang |
Tepat Waktu | Tepat Waktu
| %} | || = %}
40641050 | Peryusunan | Jdurnlan CHab. Makang 0 Buku 000 | APBD | Penyususan Jurmiah Kab. D Buku 0,00 | APED
1| Pglaporan dikuman Habu | Palaporan cokuman Mafang kabuna
[ Kevangan Akhir faparan paten | Keuangan Akher lapoiran =)
I Tahun ke Ligrigan Tadikanm Eeuangan akhir |
kOO N B akhir Buk) || L LY (Buku) =l M LA
4 4064105 0 | Porgusunan Jamlah Kab. Malang 0 Bukz 200 | AFBD | Panywsunsn [ Jurriah Eab, 0} Biskui 0,00 | APED
2| Laporan dokumen Kabu | Leporan Keusngan | dokuman Malang Kabupa
Hewangan laparan paten | Semessberan | laperan l=n
Samasiaran kELiangan ! kel gan
somsber | | semasher | dan
dan semester | semester || |
| I { Bk | (Buku}
4.406.41.06 | PROGRAM Persentase 25% | 320.000.000,00 PROGRAM Persantase 5% T81.00:0.000,00
ADMIMISTRAS| | pelaporan ADMINISTRASI pelaporan
| BIDANG pelaksanaan BIDANG palaksanaan
PEREKONOMIA | kebijakan di PEREHONOMIAN | kebijakan di
M bidang | | bidang
perekonamia | | perckonomian {
n | i
440641060 | Manitaring dan Palaporan kab. Mafang 2 260000000000 | APSD | Monftormg dan Pelapom@n | Bab 2 Laporan 241.000.000,00 | APBD
1 | Evaluasi Koperesi | monitasing Lapaoran fabu | Ewalussi Koperesi | moniboring dan | Madang Fabupa
| dan Sokbor Lsaka | danevaluasl | i palen | dan Sekior Usaha =valuasi Len
Mikra koperas dan | Mo soperasi dan |
| | usaha mikro | P = = = wkaka ke - . —
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A.406.41.06.0 | Monitoring can Palaporan Kab. Malang ) 250.000.000,00 | APBD | Maonitaring dan Peleporan Kab. 2 Laporan 280.000.000,00 | APBD
2 | Evaluasi Sekbor ranibaring Laparan Kaou | Evaluasi Sakior inanitaitng dan | Malang Kot
Farindustrian dan | dan evaluas palen | Peandusirian dan evalugs ten
Perdagangan perndustian Perdangangan perindustnan
dan dan
perdapangan ey =i pErCaangan oy
4406 41.06.0 | Monitoring dan Palaporan Kab, Maiang 2 270.000.000,00 | APBD | Manitaring dan FPeldagoran Kak, 2 Laporan 250.000.000,00 | APBD
3| Ewvaluasi Mooy Laporan Ksbu | Evaluasi moniforing den | Malang Kabupsa
Pamanlzalzan dan evaluis paten | Femanfastan evaluasi ten
Barana pamanfastan SErana p=manfaatan
Perekanomian ESrana Perekonomen dan | sarana
dan BUMD perakonania BLUMD pereROnomian
i oo | niden BUMD dan BURMD .
44064107 | PROGRAM Pelaporan 100% 2000 1000 300, 0 PROGRAM Felaporan 100 200,000.000,00
MONITORING maonitoring MONITORING maonitoring
DAN EVALUAS] | dan Evaluasi DAM EVALLUASI dan Evaluasi
PENGGLNAAN DEHCHT PENGGUNAAN DBHCHT
DEHCHT O DEHCHT [
EABUPATEN HKABUPATEM
MaLANG | MALANG e e {
4 406.41.07.0 | Kegatan Palaporan Bagian 2 20003000000 | DEH Kagiatan | Pelapatan Basian 2 Laporsn 200,000:000,00
1 | Pemankisan dan | monilading Perekoncdrda | Laporan CHT FPemanizuandan | monitoning dan Perskano
Evaluasi gtas | danevaluasi | n Evaluas: atas | evaluasi mizn
Pelaksamaan DBHCHT P aksanadn | DEHCHT
Ketentusn Kaeteniuan
Pesraluran Peraturan
Parundang- Perusdang- |
umdtangan di undangan di |
Bidang Cukai Bidang Cukai. | I
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tidak terdapat wusulan program dan kegmiatan dan pemangku
kepentingan  atau  masyarakat, Lembapa Swadaya Masyarakat,
perguruan tinggl dan Perangkat Dacrah yang terkait dengan tugas dan
fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah yaitu
penviapan bahan pelaporan kepada pimpinan. Hal tersebut terjadi
karena Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah tidak menghimpun
langsung usulan Program | Kegiatan Masyvarakat, dan lebih sebagai

suporting staff di ingkungan Sekretariat Daerah.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Masyarakat

dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

PROGRAM

MO, INDIHATOR
DAN LOEAS] VOLUME CATATAN
KEGIATAN EIERIA
1 2 3 ] 4 5 6

NIHIL




BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Guna mendukung tercapainva sasaran pembangunan nasional
tahun 2020, dibutuhkan peran serta dacrah dalam percepatan
pertumbuhan  ekonomi  dan  pengurangan  pengangpuran  dan
kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program dacrah,

Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program

prioritas nasienal/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung

pencapaian sasaran pembangunan nasional / provinsi.
Kabupaten Malang mendukung Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional dalam:;

l. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia
sebagail Negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan hukum;

3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju
dan sejahtera; serta

4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam berkebudayaan.

Penpgembangan wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu
kesatuan dalam Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu wilayvah
pendukung Utama pembangunan di Jawa Timur, Kabupaten Malang

memiliki potensi pertanian dan wisata serta sebagai lumbung pangan di

Jawa Timur. Sinergitas program utama dan pendukung Kabupaten

Malang dan Provinsi Jawa Timur melalui:

Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
Perluasan Lapangan Kerjg;

Peningkatan Efcktifitas Penanggulangan Kemiskinan;

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat;

Revitalisasi Pertanjan dan Pengembangan Agroindustri/ Agrobisnis;
Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariewigata:

bt i

Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur;
10. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur;

11. Pemeliharsan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta
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Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang;

13, Percepatan Pelaksansan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan
Pelayvanan Puhblil:

13, Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial dermni Terjapanya Harmoni
Sosial;

14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Serta Perempuan di
Semua Bidang, dan Terjaminya Kesetaraan Gender:

15. Peningkatan Peran Pemuda dan Penpembangan Olahraga;

10. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi

manusiag
17. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan
Krnminalitas;
keterpaduan  perencanaan  wilayah  dilaksanakan secara
teknokratik, aspiratif (dari masyarakat] dan politisi f(dari Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah). Adapun beberapa kebijakan umum yang
terkait dengan pengentasan  kemiskinan, pengembangan industd
wisata, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yaitu:
1. Pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan
berbasis industri masyarakal [UMEM):
2, Penpgentasan kemiskinan melalui kopérasi;
3. Peningkatan perekonomian guna mengentaskan kemiskinan melalui
pembukaan sentra industri kreatif;
Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi kegiatan kerja padat karya,
3. Pengentasan  kemiskinan melalui kegiatan  pengembangan
keterampilan kepada penduduk misgkin;
. Pengembangan branding destinasi wisata Kabupaten Malang;
7. Memaksimalkan potensi  wisata  berbasis lingkungan Thidup
(Ekowisata);
8. Pengembangan wisata berbasis budava kearifan local;
9. Meningkatkan sarana edukasi dalam industri wisata (Agropolitan,
Minapolitan),
10. Pemanflaatan lingkungan hidup guna kesejahteraan masvarakat:
11. Pengawasan kualitas lingkungan hidup;
1. Perbaikan kualitas lingkungan hidup;
13, Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan pada
lingkungan hidup.
Instruksi  Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur
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dan Bupat/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan
Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dad
perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi
seluruh kebijakan., program dan kegiatan nasional, provinsi, dan
kabupsaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka
mengntegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan
dan penganggaran. Pada Tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah,
Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tabun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Dacrah. kemudian pada tahun 2014 telah
diterbitkan pula Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan
Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
untuk Pemerintah Daerah. Pada dasarnya peraturan-peraturan atau
regulasi-regulasi ini menginstruksikan pada sermua unit pemerintah di
bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk
mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan
penganggaran. Menurut Fermendagri tersebut, penyusunan kehbijakan,
program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Rencana Strategis Perangkat Daerah [Renstra PD). dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja PD).

Adapun kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Sckretariat
Dacrah Kabupaten Malang yang mendukung program responsif gender
adalah penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Dava
Aparatur pada kegiatan  Pendidikan dan  Pelatihan  Formal,
Tujuannya adalah mengakomodir kebutuhan dalam hal peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur PNS maupun Non PNS bailk laki-laki
maupLn perempuarn.
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3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Administrasi
Perekonomian

3.3

3.2.1

3.2.2

Tujuan
Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan
dalam mendukung pencapaian Misi Bupati ke 2 (dua),

yaitu meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan

vang baik.
Sasaran

Sasaran adalah adalah hal yang ingin dicapai dari
kegiatan yang dilakuksn untuk tercapainya tujuan. Sasaran dari
Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat
Daerah Kabupaten Malang vaitlu meningkatnva kualitas tata
kelola pemerintahan wvang baik melalui Ffasilitasi pelayanan

Administrasi Perekonomian.

Program dan Keglatan

Untuk mevwayjudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten

Malang, maka pada tahun 2021 Bagian Perckonomian Sekretariat Daerah
melaksanakan 6 program dengan 23 kegiatan, termasuk kegiatan utama
dan kegiatan rutin dengan rincian schagai berikur:

3.3.1.

3.3.2,

Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
Prgram Peningkatan Disiplin Aparatur!

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
Program Administrasi Bidang Perekonomian:

hoE R e R

Program Momtoring dan Evaluasi Penggunaan DBHCHT di
Rabupaten Malang.

Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

Penyediaan Jasa Administrasi Kenangan;

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor:

Penyediaan Alat Tulis Kantor:

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan:

S B S~

Penyediaan  Komponen Instalasi Listrile/ Penerangan
Banginan Kantor:

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan;



100,
11,
12,
13.
14.

13.
16.
17.
18
19,
20,

21,

243,

23,
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Penyediaan Makanan dan Minuman;
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
Penyediaan Bahan Logistik Kantar:
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor,
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional;
Pemeliharaan Ruting Berkala Perlengkapan Gedung Kantor:
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannva;
Pendidikan dan Pelatihan Formal;
Monitoring dan Evaluasi Sektor Koperasi dan Scktor Usaha
Mikro;
Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan
Perdagangan;
Monitormg dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana
Perekonomian dan BUMD,;
Pemmantauan dan Evaluasi atas Pelaksnaan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai.

Adapun kegiatan pada Bagian Administrasi Perekonomian

Setda, Kabupaten Malang yang mendukung program responsif gender
adalah sebagai kegintan Pendidikan dan pelatihan formal yang
dilaksanakan pada seluruh sumberdaya manusia/aparatur di Bagian

Administrasi Perekonomian Sctda. Kabupaten Malang vang sampai

saat ini jumlah perempuan adalah 6 orang (46,15%) dan jumlah
laki- laki sebanyvak 7 orang (53.84%).

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Bagian Administrasi
Perckonomian Setda Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:
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Tabel 3.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN MALANG

Bangunan Kanior

| dan alekiranik fenis)

URLSAN PEMERINT AHAN J:glgﬁg:?uﬂlggdnﬁéb L — RENCAMA TAHUM 2029 = = i FR.ILHHJI!U‘-'I.I'I MaIU TAHUN 2022
KODE DAERAH DAN PROGRAM / TARGET KEBUTUHAN SUMBER TARGET KEBUTUHAN
OAN KEGIATAN LOKAS AP {PAGU PENTING PAIAN
KEGIATAN ' CAPAIAN DANA DANA GH DANAPAGU INDIKATIF
. [CUTPUT] K KINERJA INDIKATIF HINER.JA T |
1 1 3 4 5 - & 7 f i 10
1.496.162 856,00 - 1.501.852.028.00 |
4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN ' 1.496.162.856,00 N 1.501.652.028.00 |
4435  FUNGSI LAINNYA . 1.496.162.856,00 1.501 B52.028.00 |
140841 | BAGIAN ADMINISTRAS| PEREKONOMIAN iy erba 1NN )
4.406.41.01 | PROGRAM PELAYANAN | Persentaze Pemonuhan 100% 305.470.280,00 | 100% 376.673.000.00
ADMIMISTRASI Operasional
e | PEREANTORAN | Parkantoran (%) - — - —
420641 01.01 | Penyediaan Jasa Sural dumlah regietrasi surat Fab, Malang 15 buah 1.158.567 00 | APBD 120 buah 1,161.000.00
htenyural maauk dan siras keluar Fabupaten
- {buahy o = = =
4 405 .81 01.02 | Penyedizan.Jase Jdurriah pejabad pergeiola | Kab. Malang 15.0b 203604 000,00 | APBD 150k Tt BI04 000,00
Adminisiras Keuangan administrasi keuangan Kabupatan
T RICIOR IR (T Ny e O {08] o =
4406 47.01 02 | Penyediaan Jasa Jdumiah pefigas Kab, malang 1208 5:830.000,00 | APED 1208 | £ 3R 0000
| Kebersinan Kantar kebershan (OH) .. |¥abupawen| 0
4.406.41.01.04 F’-&"-ﬂ'yﬁdman Alat Tulis Jurniah ala hulis kantor kb, Malang 35 g 28767 735,00 | ARBD G0 Jamis 28707 00,00
' | Hantar yang dizediakan [Jenis) F.abnipaden
4406410105 | Fenyediaan Barang Cetakan | Jumish barang cetekan | Kab, Wa@ang & Janis 3.543 12200 | AFED | Blenis 3.547.000,30
dan Penggandaan varg disediakan {denis) Kabupaten
4.406.4101 06 | Penyediaan Komponan | Jumizh penyediaan Kab_Walang B Jens ~ 355023700 | APBO & Janis 3,563 000,00
Instales! ListkiPenerangan I komporen alst-alat ISk Kabupalen
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Rutin/Barkala (jenis)

4 406.41.01.07 | Penyediaan Bahan Bacaan | Jumlah Bahan Bacaan Kab. mekang 2 Jenis SATETC2.00 | APBD 2 Jenis 3482 000.00
dan Peralusan Perundang- | dan Perafuran Eabupsaten
Lircdangan Parundang-Undangan
vary disediakan (jenis)
4406470108 | Penysdizan Makanan dan Jurrdah miakanan gan Kab. Malang 188 HOK 5757 573,00 | APED | 102 HOK 5.763.000,00
Kinwman miriirrian harian Pagawai, Kabupalamn
Rapat, dan tamu yeng
s i disediskan (HOH) e
4406410108 | Rapai-Rapat Koedingsi dan | Jumiah pegawa Kab, Malang A0 HOK 40.700:950,00 | APED 20 HOK B0 782 000,00
Fonsuliasi Ke Luar Deerah et penugasan KEDUpEEN
dinas ke lwar desreh |
{HOK) |
4 405.41.07 10 | Rapat-Rapat Kardinasi 4an Jumlah pepaaal Fab Malang 180 HOH B4 5BO.504 00 | APBD i 200 HOK B4 554.000,00
Kensultas Ke Datbm Daerah | memenuhi penugasan Kabupaten
dinas ke dalam daerah
S ey (HOK)
4.406:41.01.17 | Penyediaan Baban Logstie | Jumilah behan loglstic Kahupaken & Janis 4 45000000 | APBD 234 lank & a84 000,00
Kantor kandar yang disediakan hdatang Kabupaten
S LR (enis)
| AAFE41.0% | PROGRAM PENINGKATAN | Persentase Pemenuban 10K B2 4940 £4E 00 100% A4 162 000 00
SARANA DAN Sarang dan Prasarana
PRASARANA APARATUR | Penunjang Aparatur {%)|
4.406.41.02.07 | Pengadaan Peralatan Jumiah Peralaten Gedung | Kab, Malang 1 Jenis  3.500000,00 | APBED B C HJenis | 2513300000
Hadung Kantor Hanmor yang diadakan | K.ebupatsen
e | jenis)
4406410202 | Pemeliharaan RubnBerkats | Jumlah kendarsanrods | sk, Malang B Unit 21.580 834,00 | APED & Unit 21 602.000.00
Kendaraan empat dan kendaraan Kabuipaian
Dinas'Operasions rodi dua yang dipelinara
rubin dan berkala {Unitl
4.406.41.02.03 | Pemeliharasn RulinfBerkala | Jumlah Pesengkapan Kab. Malarg 3 Jenis 3:.47E.702.00 | APBD 3 Jenis 3462 000,00
Parlengkapan Gedung Cedung Kanlor yang Kabupatan
Kantor dipslihara RutinBerkala
liznis}
44064102.04 | Pemeinarasn Rulin'Berkala | Jurmiah gedung kantor Kah. Maiang 1 Jens 25.572.366,00 | APED 3 Jenis ES78.000,00
Gedung Hantor yang dipalibars Kabupaten
Rutin/Barkala | janis) |
4. 4064710208 | Femsinaraan RutmBerkala | Jumlah Peralatan Gedung | Hab. Malang 3 Jenig 8.358.547,00 | AFED 3 Jenie &.367.000,00
FPeralatan Gadung Kantor Hanioryang dipalihera H.ebupatlen




44064103 | PROGRAM PENINGKATAN  Porsentase Penunjang 100% 10.400.000,00 100%: 10.415.000,00
| DISIPLIN APARATUR Kerja Aparatur (%) |
4 406.41,03.01 | Pengadzan Fakaisn Dinas | Jumlah peny=dizan Kab. Malang 15 Sied 560000060 | APED 16 Sed E610.000.00 |
Beserts Perdengkapannya Fakaian Dinas {Stel} Kzbupaten
4 406 47.03.02 | Pengadsan Pakaan Khusus | Jumliah perwesdiaan Kab. Malang 15 Sial 4 B00.000,00 | AFED 16 Stei 4 BOS.000000 |
Hari-Han Terlenty Pakaian (ahragaBalik Kebupaten
- [Stel)
4.405.41.04 | PROGRAM PENINGKATAN | Persentase Peningkatan 100% 46.802.028,00 100% - 48,B02.0Z6,00
| KAPAGITAS SUMBER Kapasitas Pegawai di
DAYA APARATUR Perangkst Daarah {1}
4 £06.41.04.01 | Penddian dan Padatihan Jurrlah Pagswai vang Kab. Mzlang 15 Orang 45.802.023,00 | AFBD 16 Cuang 46802 2800 |
Formal mengikuti pelatinan § Eabugalan |
_orang)
44064106 | PROGRAM ADMINISTRASI | Persentaze pelaparan IR TE1.000.000.00 25% E03.500.000,00
BIDANG FEREKONOMIAN | pelaksanaan kebijakan
= | i bldang perekanomian i |
44054105 01 | Maniforing dan Evaluaal Felapdran monileding dan | Kab. Malang 2 Laparan 241 00000000 | AFED & Laporan 260.300.000,00
| Koperas: dan Seklor Usaha | swalussi kaperasi dan Kabupaten
: hikra usaha mikro = —
| 4.406.41.06.02 | Maonitoring dan Evaluasi | Pelaporan monilosng dan | Keb. Malang 2 Laporan 220.000.000,00 | APBD 2 Laporan 27300000000 |
| Bektod Perindusihan dan awaluasi parindustian Kabiipaen
| Perdagangan dan perdsgangan |
4408410603 | Monitoring dan Evaluss Feldporan moniionng dan | Keb. Malang 2 Laporan 250000 000.00 | APED £ Laparan 270300000 00
Pamanfaatan Sarara ealuasi permarinalan | Kabupaten
Derakonorman dan BLKD saraEna parsknnaman dan
' ELIND
4.406.41.07 | PROGRAM MONITORING | Pelaporan monitoring 100% 200.000.000,00 100% 200.200.000,00
DAMN EVALUAS] dan Evaluasl DBHCHT
PEMGGUMAAN DBHCHT
N KABUEATEN MALANG SR
A 40641.07.01 | Kegiatan Pemantauan den | Pelaporan monitoring dan | Bagian 2 Laparan Z00.000.000.00 | 2 Laparan | 200.200.000,00
Evaluazi atas Palaksanaan evalyasi OBHCHT Parakonomian
Ketenstuan Peraturan
Perundang-undangan di
Bidang Cukal




BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Reneana  kerja  Bagian  Administrasi  Perckonomian  Setda
Kabupaten Malang di tahun 2021 terdiri dari 6 Program dengan
23 kegiatan., Adapun Pendanaan Program dan Kegiatan tersebut
bersumber dari PAD dan 1 Program yang bersumber dari
dana DBHCHT.

Program/Kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Setda
Kabupaten Malang dan sumber dananya dapat dijelaskan pada tabel

Berileat:
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Tabel 4.1

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2021
Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang

RENCANA TAHUN 2021
URLSAN PEMERINTAMHAN INDIKATOR KINERJA [ oy o
KODE DAERAH DAN PROGRAM | PROGRAM [OUTCOME) SUMBER e TN
KEGIATAN DAN KEGIATAN (OUTPUT) LOKAS CAPAIAN DANATFAGU
' KINERJA INDHEATIE DANA
1 2 3 4 5 & 7 i
b 1.4%6 162.856,00
4 | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.436.162.856,00
4,406 FUHEEI LAINN‘I"A 1,496 162.856 00
440841 | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN AR D
4.406,41.01 | PROGRAM PELAY ANAN | Parsantase Pemenuban T o0% 385.470.3680,00
ADINIETRASI COperasional Perkantoran
PERKANTORAN | (%)
4406410101 | Penyediaan tasa Sural | Jumilah registasi surad masuk | Kab. Malang 15 bush  1,158.867 00 | APED
| Menyural | than surat keluar (buah) Kabupaien
I
- 4408470102 | Penyadiaan Jaea Admenistias | Jumiah pajabat pengelota ¥ab. Malang 16 Ok 233.504.000,00 | APED ol
Kzuangan I administras) keuvarsgan (O8] Kabupaben
4.406.41.01.03 | Penyediaan Jasa Kebersihan | Jumiah pedugas kebarsinan | Kab. malang = 1208 E.B30,000.00 | APED
Randar (OB} Kabupatan
A 406 47 01 04 | Panyediaan Alal Tulis Kanior Jumiah alal tus kantor yang | Kab, Malang 35 Jenis 28 767 725,00 | APBED
disediakan [Jenis) | Kabupaten
I
4.406.47.01 05 | Penyediasn Barang Cefakan Jumiah barang cetakan yang | Kab. Mdang B Jens 3.543.122 00 | AFED
dan Panggandsan | disediakan (Jenis) | Kabupaten
4406.41.01.06 | Penyedasn Kompanen instalasi | Jumish penyediaan Ksb. Malarg & Janiz 3556 227,00 | APGD
Lietrik/Penerangan Bangunan komponen alat-alat listik dan | Kabupaten
| Kantor elektronk {Jonis)
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4 405410107 | Penyvedizgan Baban Bacaan den | Jumiah Behan Bacaan dan Kab malang 2 lenis 34TET0200 | APBD
Perallran Perundang- Faraturan Penmdang- ¥abupaten
Undangan Undangan yang disediakan
(jnis}
4408 471.01.04 | Penyediaan Makanan dan Jumiah makanamn dan iab. Malang 168 HOK 575767300 | AFBD
MEaeman minuman nasian Fegeasal, Kabupaten
Rapat, dan famu yang
digediakan (HOK)
4 406 41 071 09 | Rapal-Rapal Kordinas dan Jurriah pegavwai mamenuhi Kazb. Matang 30 HOK 4070005000 | APRD
konsuias ke Luar Daerah penigssan dinas ke luar Kabugatan
desiah (HOR)
) |
4.40G.47.01.10 | Rapat-Rapai Kordinasi dan Jumilah pegaw memenubhi Kab. Malang 180 HOE G4 5E5 504 00 | APBD I
Konsultas ke Dalam Daeerah fenugazan dinas ke dalam Fabupalen
daarah {HOK)
I
— ! = - - —
44054710111 | Penyedigan Sahan Logisik Jumniah bahan logishk kantor | Kabupaen Makang G Janis 4. 480.000,00 | ARPED
| Kantor yang disediakan [jenis) | Kabupatan
4.406.41.0Z | PROGRAM PENINGKATAN Persentase Pemenuhan 100% 62.490.448,00 |
SARANA DAM PRASARANA Sarana den Prasarana
APARATUR Penunang Aparatur |$'..r |
4.406.41.02.01 Pergaidaan Perslaian Gedung Jumiah Paralatan Gadung Kab. halang 1 Jeres 250000000 | APED [
Hanlor Kantar yang digdakan | ends) Fabipaxten
4406 41 0202 | Pemelinaraan RuliniBerkals Jumiah kendaraan roda Kab. Malang B Unit 21.580 83400 | APED
Kendaraan Dines/Oparassanal empat dan kendaraan roda Kabupaten
dum yang dipeithara miln dan
barkala [Lnif)
4 405 41,02 03 | Pemeinaman RulivBerkala Jurniah Perlengkapan Kab, Malang 3 Janis 347870200 | APED
Perlznghapan Gedung Kanior Gedury Kantor yang | KEbupaten
dipsfihara Rutin/Berkals
[jenes)
440841 .02 .04 I Pemelitaman Rutm/Berkals Jumiah gedung kantar yang Kab. Malang 1 Jenig 26.572.365 00 | APBD
Gadung Kanor digelihara Rutin/Barkala | Fabiupaien
jenis]
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4.406.41.02.05 | Pemeliharaen Rutin/Berkala | Jumiah Peralatan Gedung Kab. Walang 3 Jenis 8,358 54700 | APED
Peralatan Gedung Kantor | Kantoryang dipelifara Kabupaten
RubryBerkala (janis)
4.406.41.03 | PROGRAM PENINGKATAN Persentase Penunjang 100% 1040000000
DISIPLIN APARATUR Kerfa Aparatur (%)
4 406410307 | Pengadaan Pakaian Diras Jumlah peryediaan Pakaian | Fab Malang 15 Stel 8,600.00000 | AFED
Besena Pedengkapannya Dinas (Stel) Kabupaten
£.406 410302 | Pengadaan Pakaian Khusus Jumiah peryediaan Pakaian | Kab Malang 15 Stel 4 0000000 | APBD
Hari-Hari Tertenty OlahragaBatik {Stel) Kabupaten
4.406.41.04 | PROGRAM PENINGKATAN | Persentase Peningkatan 100% 46.802.028,00 |
KAPASITAS SUMEBER DAYA | Hapasitas Pegawai di
AFPARATUR | Perangkat Daarak (%)
4406410401 | Pendidikan dan Pelatinan Jumiah Pegawai yeng FRab. Malang 15 Dirang 46 802.026.00 | APBD
Fesrrial mengikuti pelatihan [ erang) Kabupaten
' 4406 41.06 | PROGRAM ADMINISTRASI Fersentase pelaporan 25% 781.000.000,00
BIDANG FEREKONCOMLIAN pelaksanaan kebl@han di
bidang perexonormizn
4.406.41.06 01 | Monitoring dan Evaluzsl Belaporan manitaring dan Kab. Malang 3 Laporan 247 000 000,00 | APBD
Koperasi dan Seklor Usaha avaluasi koperasi dan usahs Kabupatan
Ik Mo |
4.406.41.06.02 | Monitaring dan Evaluasi Sektor | Pelaporan monitoring dan Hab, Malang 2 Laporan 26000000000 | APBD
Perinduslrian dan Pardagangan | evaluasi perindustran dan Fabupaten
peECRganGan
4406 41 0803 | Monitoring dan Evaliasi | Pefaporan menitorng dan | Rab. Malang 7 Laparan 250000.000,00 | APED
Pemanfaatan Sarana evaluasi pemanfasian sarana Kabugpaten
| Perekonomian dan BLUND perekonomian dan BLIMD
' 44064107 | PROGRAM MONITORING DAN | Pelaporan monitoring dan 100% 200.000.000,00
EVALUASI PENGGUNAAN Evaluasi DEHCHT
DBHCHT DI KABUPATEN
MALANG




44806 41,0701

Kegiatan Femantauan dan
Evaluasi alas Pelaksanaan
feteniuan Pergiuman
Parundang-undangan o Bidang
Cuskai

Pelaporan monilaning dan
evaluasi DBHCHT

Bagian Perskonomean

2 Laporan

200.000.000,00




Tabel 4.2

Rencana Kerja dan Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah Bagian Administrasi
Perekonomian Tahun 2021

REHCANS TAHUN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN | INDIKATOR KINERLA PROGRANM [OUTCONE) JNEL SN
TARGET | PER TRIMWULAM (%)
HHE: FROGRAM | KEGIATAN DAN KEGIATAN {OUTPUT) CAPAIAN [ T - ﬁiﬁﬁ:ﬂc i ERETEEROaRN
KINERJA | | m|m|mw
; — —
1 F 3 d ] & T ] g
l s s , 1.4%6.162.856,00
4| FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN ] e
4406 | FUNGSI LAINNYA gl - TARBTR2ENE00 |
10841 | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN . | i s
4.405.41.01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI | Persentase Pemenuhan Operasional 100% | 10 | 25 [35| 30 355.470,380,00
PERHAMTORAM Parkantoran (%) |
4.408.41,01.01 | Peryediaan Jasa Surat Menyurat Jumiah registias| sural masuk dan susat keluar Souah | 10 | 26 |38 30 1.158.587,00
ik
4. 406.41.01.02 | Pemyediaan Jasa Administiash Keoamgan Jumiah pefbal pengelola adminisires beusngan 15 O 25 | 25125 | 25 233604 00000
| O8]
4.406.41.01.03 | Penyediaan Jasa ebersinan Hantor Jumnlah pelugas kebarsihan (O8] 1208 |25 | 25 |26 29 5.830.000,00
 4405.41.01.04 | Penyediaan Alal Tulls Kantor | Jumilah alat tuks kantor yang desediakan (Jens) | 35Jems | 25 | 25 | 25 | 25 28767 735,00
| e e I
| 4.40541.01.05 | Penyediaen Barang Cetakan dan Jumlah barang cetakan yvang dissdiakan {Jenis) 4 Jenis 28 | 28 §p 25| 25 A 54312200
Penggandaan
4.406.41.01.08 | Penyediaan Kompanen Instalasi Jumlah penyedizan komponen alat-alst listrik ~Glenis | 25 | 25 |25 | 25 3558 227,00
Listri/Penerangan Bangunan Kantor dan alekiranik (Jens)
4 4068 410107 | Penyedizan Bahan Bacaan dan Paraturan | Jurniah Bakan Bacaan dan Beraturan | 2deniz | 26 | 25 |25 | 25 3478 702,00
Farundang-Undangan Pgrundang-Undangan yang desaechakan {pnes)
4406 4101 08 | "P-urr,ludiaan Makanan dan Mmuenan Jumnlah makanan dan minuman harnan Pegawss, BAHOK | 25 | 25 | 25 | 25 S.VETSTE 0
Rapst, dam tamil yang disediakan (HOR)




L
Lk

Perindusirian dan Perdagangan

dan pardagarngarn

4 406 41.01.00 | Rapal-Rapst Rordinas dan Komsutasi Ke | Jumish pegawal memeruts penugasan ditas ¥= | J0MOK | 25 | 28 | 25| 25 40,700.950,00
Luar Ceerah lusr dasmab (HOK)
Z206.41.01.10 | Rapar-Rapat Kordinasi dan Konsulas Ke Jumiah pegawss memenuh penugasan dinas ke | 130 HOK | 26 | 25 |25 | 25 B4 580 504,00
Dalam Daerah dalar dasrah (HOK)
406 41,01.11 | Panyedaan Bahan Logisti Kantor Jumkah bahan lagietik kantor yang deadiskan EJenis | 25 | 25 [25| 25 4_4E0.000, 00
{jeriis)
T A.406.41,02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA Persentass Pemenuhan Sarana dan 100% 15 | 25 |36 2% B2.450.448.00
DaN PRASARANA APARATUR Pragarana Penunjang Aparatur (%)
A4064102.071 | Pengacaan PeralaEn Gedung Kantor Junlah Peralatan Gedung Kandor yang disdakan 1deris | woO| 0 (0| O 3.500.000,00
i jaras)
440621 0200 | Pemelnaraan RutinBerkala Kendaraan Jumbah kendaraan roda empal dan kendsraan B Unil 15 | 20 [35 | ‘20 21.580.634,00
Cines/iperasional roda dua yang dipalihara rutin dan herkala (Lni)
A ATE A2 03 | Pemeliharaan FadiniGerkaia Peiiengiapan | Jumizh Perenghapen Gedung Kamor yang ZTienis | 60 | O (50| @ T 347ETOZDO
Gedung Kanlor dipelihara Bulin'/Berkals jonis)
Z AR 41 (204 | Femaliharaan Rutn/Berkala Gedung Kanter | Jumnlah gedung kaniar yang dipelihars 1 Janis 0 (1|0 ]| © 25572 365,00
Rufir/Berkals | janis)
4 A06 41 D205 | Pemetharaon RulinBerkala Pecalalan Jumiah Persian Gedung Hentoryang dipelihara | 3 Jenis 75 | 25 (3% | 28 B, 358.547,00
Gedung Kanar RidinBarkala (jends]
T 4.406.41,03 | PROGRAM PENINGHATAN DISIPLIN Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) 100% 0 | 50 | 0 | © 10.400.000,00 |
APARATUR _
4 405.41.0301 | Pergadaan Pakalan Dinas Besena Jumnlah penyedinan Pakaian Dinas (Stel 15 Si=l E IR 5.600.000,00
FerE'rgHEu:ann:.la |
& 406 410302 | Pengataan Pakaan Khusus HariHar Jumiah penyediaan Pakaian OlshragafBatik 1655 (00| 0 [0 0 4,500 000,00
Taraniu {Stal)y
3§ 4064704 | FROGRAM FENINGRATAN RAFASITAS | Perseniase Peninghatan Kapasitas Pegawal 100% | 10 | 10 |70 [ 10 4580202800
SUMBER DAY A APARATUR di Perangkat Daarah (%)
I 405410407 | Pandidikan dan Pelatihan Formal Jurmiah Pegawai yang mengikut pakafiban | 1EQrang | 10 | 10 70| 10 46,302 028,00
arang)
34064106 | PROGRAM ADMINISTRASI BIDANG Perseniase pelaporan pelaksanaan kebljakan | 25% 0 | 25 |35 ] 30 751.000.060,00
PEREHOMOMIAN dl hidang porekansmian
4 4084106 01 | Monitereng dan Evaluasi Koperasi dan Falaporan maonitoring dan cvalisss) koparasi dan | 2 Laporan 10 35 30 241.000.000,00
Sektor Lisaha Mikro wspha mikio
440641 0602 | Manitoring dan Evahsas) Sektor Prbaparan monitonng dan evalias perindustrian | 2 Laperan [ 10 | 25 | 35 30 200,000, 060,00

L




4,408 41.06.03 h‘m;i—ﬁ-flrg dan Evalume) Pamanfaatan Frlapsran mniﬁr.i;EHEn evaluasl pameanfaatan | 2 Lapoeran | 10 | 25 250 009.000,00
Sarana Perekanomisn dan BUBAD sarana perekonomian dan BUKD
4.405,41.07 | PROGRAM MONITORING DAN Pelaporan monitoring dan Evaleasi EHCHT Al .| 20 00 0400000, 0
EVALUASI PEMNGGUNAAN DEHCHT M
HABUPATEM MALANG
4.406.41.07.07 | Kegiatan Pemantawan dan Evaluasi alas Felaporan monilonng dan evalss DEHCHT 2Llaparan | & | 20 200 000 000,00 |

Peiaksanaan Ketentuan Peraturan
Pemundang-undangan & Bidang Cukai
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PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen
pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masvarakat melalui
keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (stakeholders) dalam
menciptakan Good Governance. Komitmen tersebut akan menciptakan
kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik  schinpga
keberpihakan pada masvarakat dikedepankan.

Pada Tahun 2021, Rencana Kerja ini terdiri dari 6 {enam} program dan
23 (dua puluh tiga) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan
program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan baru,
kebutuhan atau adanva peraturan baru, maka dimungkinkan untuk

dilakukan perubahan melalui mekanisme pengusulan kembali sesuai
ketentuan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian
Sckretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 ini digunakan sebagai
pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun, dan
sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Administrasi
Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang serta mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021,

Demikian untuk dilaksanakan.




Lampiran

POHON KINERJA
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA. KABUPATEN MALANG

INDIKATOR KINERJA

Tujuan / Sasaran / Program Indikator Kinerja Formula

Tujuan:
Meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel

Sasaran:
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Program: |
Frogram Anmuietasl Bidang | frescntase Bahan Perumusan, | ¥ Dokumen Pemantauan dan Evaluasi yang dihasilkan
Perekonomian Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan di x100

Bidang Perekonomian vang | X Bahan Tindak Lanjut untuk untuk perumusan kebijakan
direkomendasikan




BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021
Nomor : 050/ /35.07.202 /2020

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan juli tahun dua ribu dua
puluh telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja
Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
tahun dua ribu dua puluh satu yang dihadiri Tim Penyusun Rencana Kerja
Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daesrah Kabupaten Malang
sebagaimana Keputusan Bupat Malang, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :
MENYEPAKATI,

Kesatu : Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 sudah dibentuk

sehagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017;

Kedua : Sistematika Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 sudah sesuai
dengan Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yvang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;

Ketiga : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Bagian
Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati
Malang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021;

Keempat: Perumusan rencana program, kegiatan, mdikator kinerja, kelompok
kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun,
termasuk lokasi kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sudah sesuai dengan
rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja
sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk
lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2021:

Kelima : Menyelaraskan program dan kegiatan Rancangan Akhir Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan usulan kegiatan hasil
kesepakatan pada Forum Perangkat Daerah Tahun 2020:

Keenam : Melampirkan Pemetaan (mapping) nomenklatur program, kegiatan
dan sub kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;

Ketujuh : Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang akan melakukan analisis gender yang dituangkan dalam
Gender Budget Statement (GBS| dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK|
vang menjadi lampiran dalam penyusunan RKA perangkat daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui;

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN SEERET. DAERAH
UPATEN MA

Ir. UNTUNG ARTO, M.T
Pembina Tingkat |
NIP. 19661218 199303 1 006




CHECKLIST VERIFIKAS!I RANCANGAN AKHIR RENCAMNA KERIA PERANGKAT DAERAH

Hama PO : Bagian Adminztrasi Perekonomian

TAHUN 2021

MO Bl AN

KESESUALAMN

Ada Tidak
Sesual

Tidak

REEOMEMDAS

| |PENDAHULLIAN

1.1 |Lator Balabang

Pengartinn ringhas Renja

Proses penyusunan Banja

Keterkaitan Renja dengan RKPD dan Repsira PO

Tindaklsnjuliys dengan  proses  paryusunen
APDRD

1.7 |Lardasan Hukurm

bDasar Hukum sesusl  dengan  peraturan

parunding-undangan

L3 |Makeid dan Tujasn

Uralan Makssd dan Tujuan penpusunan Ranjs

1.4 [Slstomatibks Penoksan

Uralan pokok bakhasan dan susunan gast besar
iy REMISA saiiai -dl-ﬂl,:ﬂ- Perrmendagdi 86 Tahan
017

Il |Ewalnasi Pelaksanaan Renja PO Tahum Lalku

2.1 |Evaliasi Pelaksaraan Aenja PO Tahun Lalu
dan Capatan Rendra PO {Tabel 2,1}

Eajlan/reviaw hadl ovalead palaksanaan Renja
Takvan Bl [m-2)

Earkirasn capaian takein bagalan (n-1)

Capadan targat Hanctra PO bardasarkan reallcaal
program kegiatan petekzanaan Ranja PO tahon-
tahiun sabelizmea dﬂﬂFl‘l mampertiatiban ;

Feaksas programagiatan yang tidak
meEmaru bi targ et Gnerja;

Epalsas program,beglatan yang memenubi
tnrgst kinerja:

Fealsas program/keglatan yang rmelebihd tanget

klrerja;

Fakior perrabal tddak (entapainya,
terpenuhinya atau melebehl tasget kinerja
program [ kegiatan

Implikasi vang vl terhadap target capaian
program Ranstra Parangkat Dasrah

Eebiiakan/Tindakan perencansan dan

panEanzgaran vang parfu diamibil untuk
mengatasi fakior penyebab tersebut

2.3 |Anadisis Kinecjs Pelayonan PO [Tabel 2.2)

Capaian kinerja pelayanen berdasarkan irdikator
kinerja wang sudah ditentukan (16K, KM, &L,
M0, NS dan SPM] detieni tugas dan fungs FD
daty peraturan perimdanp-undangan yang terfoalt
dangan knerja pelavanas Fh

2.3 |lsu-is Penting Pemyvelerggaraan Tugas dan
Fungsl PD

Tingkat kinerjs gelayanan PO

Permasalahan dan hambatan wang @hadapi
dalam pamyelanggarasn fuges don fungs PO

Dampah torhadap pancapaian fujuen dan
msaran P, pandaidden pioksam
nasionallinternasisnsl seperti S, SDGs

Tantargan dan peluang dalam masingkatcan
pelavanan PO

Farmulasd karlsy  pentingfrekamendss  urdok)
tndak lanjut

2.4 |Rewiew terhadap Rancangan Awal REFD
(Tabal 2.3}

M embaydingien REPD dengan analis kebutuhan

Akasan can catatan penting perbedsan

25 |Panelashan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat (Tabel 2.4]

Menguraikan hasil kajlan terhadap
program/kegiatan  yang  diusulkan  oleh)
pemangku  kepsntifgin, LSM,  Asosisi)
Perguruan Tinggi maupuan Perangkat I:Iaqr;h';i

serta wiulan Musrenbang Tahun 2031 |van
dilafmarakan di Tahun 2020%




I |TLUUAN DAN SASARAN PERANGEAT DAERAH

31 |Telsahzanterhatdap Kebbakan Nasional Telashan terhadsp arsh kebljakan dan priaritas
perhangunan  nasional yang terkaid dengan
tugss dan fungsi FD

3.2 |Tujuan dan sasaran Renja PO

Rumissan tisjuen dan sasaran berdasarkan isu-sy
penting penyelenggaraan fugss dan Fengsl PO
yang dikaftken dengen kingrja Renstra Perasghkai
Daerah

13 |Program dan Eeglatan |Tabel 3.1)

Menjeleskan program  dan  hegiatan wan

. Kegiatan yang
dilaksanadan pada Tabun 2021 dan perkiraa mengakomodir PLG
Tahisn 202} akan dituangkan dalam
GRS dan KAK sebagai
lﬂrnplrarlm P
IV [ REMNCARNA KERIA DAN PFENDANAAN PERANGEAT DAERAH
Menguralken tentang Rencana Kerfa Tahun 2021
bercasarkan RKPD 2021 yang terdiel darl
program dan kegiatan serta sumber pendanaan
yang dagat diakses aleh Ferangkat Daerah
[AFPEMN, APED Provinsi, APBD Kabupaten,
DANHCHT atawpun C5R)
vV |PENUTUP
Mengetahul,
Tim Venfikasi :

HEPALA BADTAN ADMINISTRAS]
FEREROROMIAN SEHRET
CAERAH EABRUPATEN

Ie. UNTOME SUDARTO, M. T
Pembina Timgloat 1
NIP. 19a5 1218 190303 1 006

HENI RETHO'WATI, SE
Penats Tingkat [
KIF. 19730328 199502 1 M3

Iﬂ-u{wkm(
ANGOANG BUMATSONG, 82, W83

Penata Timnghkat |
HIP. 19700315 200604 1 011




KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ (17 [KEP/35.07.013/2020
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA EERJA

BAGIAN ADMINISTRAS] PEREKONOMIAN SEERETARIAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

BEUPATI MALANG,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 125

huruf a Peraturan Menteri Dalam WNegeri Nomwor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, FPengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Dserah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana
Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Selretariat Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2021 dengan Keputusan Bupat;

1. Undang-Undang MNomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

2, Undang-Undang Nomor 1 ‘Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggung  Jawab
Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional:

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentulan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
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B,

10.

i 5 1

12,

13.

14

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kalii, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Ewvaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah:
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Dasrah:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nemor 12
Tahun 2011 tentang Pembeniukan Peraturan
Perundeng-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolasn Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denpan
Peraturan Menteri Dalarm Negeri Nomor 21 Tshun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri MNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015
tentang  Pembentukan Produk Hukum  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mented
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
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15.

16.

17.

18.

19,

20,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencansan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cars FEvaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang FRencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencang
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Taia Cara
Perubahan Rencans Pembangunan .Jangks Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025:

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Perencanaan Fembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangla Menengah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021:

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Bupati Malang Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubshan atas Peraturan Bupati
Malang Nomor 53 Tehun 2016 tentang Kedudulean,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah;
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Memperhatikan:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

2]. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan
Rabupaten Malang;

Surat Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
Seloretaris Daerah Kabupaten Malang tangeal 19 Agustus 2020
Nomor: 050/5654/35.07.021 /2020 perihal Penerbitan Surat
Keputusan Tim Penyusun Renja pada Bagian Administrasi
Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun
Anggaran 2021;

MEMUTUSHAN:

: Tim Penvusun Rencana Kerja Baglan Administrasi

Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupatem Malang
Tahun 2021, dengan susunan keangpotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

: Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja aehagaimana dimalosud

dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

4. melakukan pengolahan data dan informasi;

b, mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
Bagian Administrasi Perckonomian Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang tahun sebelumnya;

c. menganalisis kinerja pelayanan kerja Bagian Administrasi
Ferekemomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang:

d. merumuskan rencana program, kegiatan, indikator
kinerje, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
selams 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan;

€. menyusun dokumen perencanaan sesusi tahapan dan
tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan
kebijakan dokumen rencanas:
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f. menyusun dokumen Perubahan Rencans Kerja pada

tahun berkenaan: dan

g melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
Malang melalui Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

KETIGA + Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tangeal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 2\ S\e?-l-:mbar 2020

F o
I jou SR g
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Selinan Keputusan ini disampaikan kepada:
Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;

2. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Malang;

3, Kepala Dinas Perpustakasn dan
Kearaipan Kabupaten Malang;

4. Anggota Tim yang bersanglkutan.

| BUPATI MALANG,

—r kI

.
e
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/ &7 (KEP{35.07.013/2020
TENTANG

TIM  PENYUSUN  RENCANA  KERJA
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA EERJA
EAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEERETARIAT DAERAH
EABUPATEN MALANG TAHUN 2021

' NO.| JABATAN DALAM TIM

JABATAN DALAM KEDINASAN

1. | Ketua

2. | Sekretaris

3. | Kelompok Kerja:
- Ketua

- Anggota:

Kepala Bagian Administrasi Perckonomian
Seleretariat Daerah Kabupaten Malang,

Kepala Sub Bagian  Perindustrian  dan
Perdagangan pada Bagian Administrasi
Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang,

Kepala Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro
pads  Bagiam  Admimistrasi  Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

a. Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian dan
Badan Usaha Milik Daerah pada Bagian
Administrasi Perekonomian Sekretariat Daersh
Kabupaten Malang;

b.5taf pada Bagian Administrasi Perekonomian
Selretariat Daerah  Kabupaten Malang
(Resti Dian Ramadhani, SE., MM.).
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LEMBAR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAFP KEBUAKAN RENCANA KERJIA [RENIA)

TAHUN 2021
L= Hasll Pengendalian dan Evaluasi
_ : Kesesuaian Tindak Lanjut
No Jenis Kegiatan Fakter Penyebab Penyempumaan
Ada | Tidak Ketidaksesualan Apabila Tidak
Ada
1 2 = 4 5 B
1 | Pembentukan tim peayusun  Renja | i
Perangkat Daerah dan Penyusunan |
Agenda Kerja.
2 | Pengolahan data damn informasi. i '|,-r
3 | Analisis gambaran pelayanan Perangkat 1
Daerah kabupaten/kota. W |
4 | Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat __i
Daerah  kKabupaterykota  tahun  lalu Y |
berdasarkan renstra Perangkat Daerah
kabupaten/kota,
5 | Penentuan Isu-isu penting
penyelenggaraan  tugas dan  fungsi|
Perangkat Daerah kabupaten/kota.
& | Penelaghan rancangan awal REPD il ]
kabupaten/kota, v
7 | Perumusan tl.l_jﬁin dan sasaran. v -
8 | Penelaahan usulan masyarakat. ¥
9 | Perumuszn kegiatan prigritas. ¥ [ =
1ﬁ Pelaksanaan forum Perangkat Daerah
kabupaten/kota. ¥
10.a  Menvelaraskan program dan ksgistan
|Pemngkat Daerah  kabupaten/kota Y
doengan usulan program dan kegiatan
|| hasil Musrenbang kecamatan. |
10b | Mempertajam  Indikator dan  target
kinerja program dan kegiatan Perangkat
Caerah kabupaten/kota sesual dengan | W
tugas dam Fungsi Perangkat Daerah
kabupaten/keta
10 | Mensinkronkan program danm kepiatan
antar Perangkat Daerah kabupaten/kota
dalam rengka optimelisasi pencapaian | W
sasaran sesual dengan kewenangan dan
sinergitas pelaksanaan.
10.d | Menyesuaikan pendanaan program dan = ==
kegiatan prioritas berdasarkan  pagu
indikatif untuk masingmasing Perangkat |
Daerah kabupaten/kota sesuai  surat
edaran bupatifwali kata.
11 | Sasaran program dan keglatan Perangkat
Daerah kabupaten/kota disusun
berdasarkan pendekatan kinerja, v
perencanaan dan penganggaran terpadu,




12

Program dan kegiatan antar Peranghkat
Daerah kabupaten/kota dengan
Perangkat Daerah lalnnya dalam rangka
optimalisasi pencapaian sasaran prioritas
pembangunan daerah telah dibahas
dalam  forum  Perangkat  Daerah

_kabupaten/kota.

Pendanaan program dan  keglatan
pricritas  berdasarkan pagu  indikatif
untuk masing-masing Perangkat Daerah
kabupatenfkota telah menyusun dan
memperhitungkan prakiraan maju.

14

Dokumen Renja
kabupaten/kota yang telah disyahkan.

Perangkat Daerah |

Kepanjen, 14 fanuari 2021
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONDMIAM
SEERETARLAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Pambina Wngkat |
HNIP. 19661218 153303 100G




